
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG

DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU P1NTU KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl GROBOGAN,

lenimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan

pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel sebagai upaya untuk memberikan perlindungan

dan kepastian hukum bagi kegiatan usahanya;

b.bahwa    sebagian   kewenangan   pemrosesan   dan

penandatanganan  perizinan  dan  non  perizinan  di

Kabupaten Grobogan telah didelegasikan kepada Kepala

Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Grobogan;

c.bahwa    untuk   memberikan    pedoman   da lam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di

Daerah perlu disusun regulasi yang mengatur mengenai

standar pelayanan sebagai iandasan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan yang Diselenggarakan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Grobogan;

PERATURAN BUPATl GROBOGAN
NOMOR 6i| TA^UK  ^Ol^

BUPATl GROBOGAN
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I-^t— . _[
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1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang  Nomor   13  Tahun  1950  tentang

Pembentukan   Daerah-Daerah    Kabupaten    dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.Undang-Undang  Nomor   25  Tahun  2007  tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor  112, Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5038);

5.Undang-Undang  Nomor   23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhtr dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7.Peraturan Presiden Nomor  97 Tahun 2014 tentang

PenyeLenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Nomor 15);

9.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman



Modal dan ^elayanan" Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Nomor 64);

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian

Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan

Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG PENETAPAN STANDAR

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG

DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2.Bupati adalah Bupati Grobogan.

3.Pemerintah Daerah adalah  Bupati   sebagai  unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan daerah otonom.

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan   Perwakilan   Rakyat     Daerah   dalam



penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah

5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Grobogan.

6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk

melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh

Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah yang memiliki

kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-u ndangan.

7.Non  Perizinan  adaiah  segala  bentuk kemudahan

mengenai pelayananan, pemberian insentif, pembenan

kemudahan investasi, keterangan kesesuaian tata ruang,

layanan informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

8.Keterangan  Kesesuaian  Tata  Ruang  adalah surat

keterangan  yang  diberikan  kepada  pemohon atas

kesesuaian peruntukan ruang pada lokasi yang dimohon

mendasarkan pada analisis pola dan struktur ruang yang

didukung aspek legalitas kepemilikan lahan serta kondisi

eksistingnya.

9.Pelayanan Perizinan Terpadu dengan sistem Satu Pintu

adalah pola pelayanan yang diberikan secara tunggal

oleh instansi Pemerintah berdasarkan wewenang dari

Bupati.

10.Izin Penyelenggaraan Optik adalah izin yang diberikan

kepada setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan

konsultasi,   diagnostik,  terapi  penglihatan  serta

pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau

lensa kontak.

11.Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan

untuk menyelenggarakan peiayanan kesehatan yang

menyediakan  peiayanan  medis   dasar   dan/ atau

spesialistik, diselenggarkan oleh Puskesmas  setelah

memenuhi persyaratan dan standart.

12.Surat   Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter  gigi/Dokter

Spesialis adalah bukti tertulis yang diberikan DPMPTSP

kepada Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis yang akan

menjalankan praktik kedokteran  setelah  memenuhi



13.Surat Izin Kerja Perawat yang setanjutnya disingkat SIKP

adalah bukti  tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan

kesehatan di luar praktik mandiri.

14.Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat

SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan

kesehatan berupa praktik mandiri.

15.Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat

SIKPG adalah bukti  tertulis pemberian kewenangan

untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada

fasilitas pelayanan kesehatan.

16.Surat   Izin  Praktik  Perawat   Gigi yang selanjutnya

disingkat   SI PPG adalah  bukti   tertulis  pemberian

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan

gigi secara mandiri.

17.Surat  Izin Kerja Perawat  Anestesi yang selanjutnya

disingkat   SIKPA  adalah  bukti   tertulis  pemberian

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan

anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

18.Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB

adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang

sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  menjalankan

praktik bidan mandiri.

19.Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA

adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker

untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada

fasilitas   produksi   atau  fasilitas   distribusi  atau

penyaluran.

20.Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat

S1PA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker

untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada

fasilitas pelayanan kefarmasian.

21.Surat  Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang

selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik

yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk

dapat  melaksanakan  pekerjaan  kefarmasian  pada

fasilitas kefarmasian.

22.Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat

SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk



menjalankan  praktik  pelayanan  Fisioterapi  secara

mandiri dan/atau pada Failitas Pelayanan Kesehatan.

23.Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang selanjutnya

disebut SIK Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis

yang diberikan kepada refraksionis  optisien untuk

melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.

24.Surat Izin Kerja radiographer yang selanjutnya disingkat

SIKR adalah bukti  tertulis yang diberikan kepada

Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di

sarana pelayanan kesehatan.

25.Surat  Izin Kerja tenaga Pengobatan Komplementer-

Alternatif yang selanjutnya disingkat SIK-TPKA adalah

bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan

komplementer-altematif   dalam rangka  pelaksanaan

praktik pengobatan komplementer alternatif.

26.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya

disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada

pengobat   tradisional  yang  telah  melaksanakan

pendaftaran.

27.Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut

SIPT adalah bukti  tertulis yang diberikan kepada

pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti

dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

28.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laborat Medik yang

selanjutnya disingkat  SIP-ATLM adalah bukti  tertulis

yang diberikan kepada Ahli Teknologi Laboratorium

Medik untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya

pada masyarakat secara mandiri yang dibuat  oleh

organisasi profesi bidang kesehatan.

29.Surat  Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya

disingkat   SIKOT adalah bukti   tertulis  pemberian

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi

Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

30.Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat

SIKTGz adalah bukti  tertulis pemberian kewenangan

untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas

pelayanan kesehatan.

31.Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia

badan usaha untuk mendirikan Rumah Pemotongan

Hewan-Ruminansia (bangunan atau kompleks bangunan



dengan desain dan syarat  tertentu yang digunakan

sebagai tempat memotong hewan ruminansia).

32.Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia

adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau

badan usaha untuk dapat melakukan pemotongan

hewan ruminansia di Rumah Potong Hewan Ruminansia.

33.Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas adalah izin yang

diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk

mendirikan Rumah Potong Unggas  (bangunan atau

kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu

yang digunakan sebagai tempat memotong unggas].

34.Izin Operasional Rumah Potong Unggas adalah izin yang

diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk

dapat melakukan pemotongan unggas di Rumah Potong

35.Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging adalah izin yang

diberikan  kepada perorangan atau korporasi  yang

mempunyai tempat,   sarana dan prasarana untuk

melakukan kegiatan atau usaha penjualan daging yang

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

36.Izin Pendirian Klinik Hewan adalah izin yang diberikan

kepada perorangan /badan hukum untuk mendirikan

klinik hewan setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan.

37.Izin Operasional Klinik Hewan adalah izin yang diberikan

kepada   perorangan/atau   badan   hukum   untuk

melaksanakan  operasional   klinik  hewan  yaitu

penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

38.Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan adalah izin yang

diberikan kepada  perorangan/badan hukum untuk

mendirikan rumah sakit  hewan setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan.

39.Izin Operasional Rumah Sakit Hewan adalah izin yang

diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk

melaksanakan operasional rumah sakit  hewan yaitu

penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat  inap.



rawat jalan dan rawat  darurat  setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan.

40.Izin Toko Obat dan Pakan Hewan adalah izin yang

diberikan kepada  perorangan/badan hukum untuk

melaksanakan  usaha  di  bidang  penyediaan  dan

peredaran obat dan pakan hewan selain obat  keras

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

41.Izin Depo Obat Hewan adalah izin yang diberikan kepada

perorangan/badan hukum untuk melaksanakan usaha

di bidang penyediaan dan peredaran obat hewan setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

42.Izin Praktik Dokter Hewan adalah izin yang diberikan

kepada dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa

medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan

hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik

kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.

43.Izin Melakukan Inseminasi Buatan adalah izin yang

diberikan kepada petugas teknis inseminasi buatan

untuk dapat melakukan kegiatan inseminasi buatan.

44.Izin  Reklame   adalah  izin  yang  diberikan  atas

pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang

menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya

untuk   tujuan   komersial   dipergunakan   untuk

memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu

barang/jasa,    seseorang    atau   badan    yang

diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca

dan/atau didengar  dari suatu tempat  oleh umum,

kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada eamat.

45.Izin Penggunaan Alun-alun adalah izin yang diberikan

kepada  orang  pribadi  atau badan hukum untuk

menggunakan alun-alun baik sebagian tempat  atau

keseluruhan sesuai dengan peruntukannya.

46.Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL)

adalah surat  yang dikeluarkan sebagai tanda bukti

pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali

untuk  pemberdayaan  dan  pengembangan  usaha

Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah.



47.Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah izin yang

wajib dimiliki orang pribadi atau badan yang akan

mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non

48.Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat

SKP adalah surat yang diterbitkan oleh DPMPTSP untuk

lingkup kabupaten yang berisi keterangan mengenai

penelitian yang dilakukan oleh peneiiti.

49.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari

unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang

mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam

rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau

ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan

pertimbangan teknis.

50.Pemberi insentif  adalah dukungan dari  pemerintah

daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong

peningkatan penanaman modal di daerah.

51.Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari

pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk

mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam

rangka mendorong peningkatan penanaman modal di

daerah.

52.Keterangan  kesesuaian  tata  ruang  adalah  surat

keterangan  yang  diberikan kepada pemohon  atas

kesesuaian peruntukan ruang pada lokasi yang dimohon

mendasarkan pada analisis pola dan struktur ruang yang

didukung aspek legalitas kepemilikan lahan serta kondisi

eksistingnya.

53.Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan

hukum swasta dan instansi pemerintah.

54.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

Penyelenggara  kepada  masyarakat    dalam rangka

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

dan terukur.



55.Maklumat Pelayanan adalah pemyataan tertulis yang

berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji  yang

terdapat dalam standar pelayanan.

56.Prosedur   Pelayanan  adalah  kemudahan  tahapan

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari

sisi kesederhanaan alur pelayanan.

57.Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.

58.Persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang

harus  dipenuhl  dalam pengurusan  suatu  jenia

pelayanan,   balk   persyaratan   teknis   maupun

administratif.

59.Siatem, Mekanisme  dan Prosedur,  adalah  tatacara

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan, termasuk pengaduan.

60.Jangka Waktu Penyeleaaian, adalah jangka waktu yang

diperlukan  untuk  menyelesaikan  seluruh  proses

pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

61.Biaya/Tarif,  adalah ongkos yang dikenakan kepada

penerima  layanan dalam mengurus  dan  /   atau

memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

62.Produk  Pelayanan,  adalah  hasil  pelayanan yang

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

63.Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, adalah peralatan

dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan

pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan

bagi kelompok rentan.

64.Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,

ketrampilan dan pengalaman.

65.Pengawasan Internal, adalah sistem pengendalian intern

dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan

satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

66.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah

tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak

lanjut.



67.Jumlah Pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai

dengan beban kerja, infOrmasi mengenai komposisi atau

jumlah  petugas  yang melaksanakan tugas  sesuai

pembagian dan uraian tugasnya.

68.Jaminan Pelayanan, adalah  memberikan  kepastian

pelayanan  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar

pelayanan.

69.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, adalah

dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,

bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan.

70.Evaluasi  Kinerja Pelaksana adalah penilaian untuk

mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan standar pelayanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Standar Petayanan yaitu untuk

memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara

masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

(2)Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan yaitu ;

a.untuk mewujudkan prinsip tatakelola pemerintahan

yang baik;

b.untuk mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan

c.untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik

yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyelenggaraan perizinan;

b.penyelenggaraan non perizinan;

c.pelaksanaan pelayanan;

d.sanksi;

e.pembinaan dan pengawasan; dan

f.standar pelayanan..



BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

Jenis pelayanan perizinan yang didelegasikan kewenangan

pemprosesan dan penandatangananya kepada Kepala

DPMPTSP meliputi:

a.Izin Penyelenggaraan Optik;

b.Izin Operasional Puskesmas;
c.Surat  Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter  Gigi/Dokter

Spesialis;

d.S1KP;;
e.SIPP;'

f.SIKPG;|

g.SIPPG;;

h.SIKPA;;

i.S1PB;;
j.SIKA;\
k.SIPA;\

1.SIKTTK;^
m.SIPF;',

n.S1K Refraksionis Optisien; ;

o.SIKR;
p.SIK-TPKA;',

q.STPT;\

r.SIPT;

s.SIP-ATLM;}
t.S1KOT;i

u.SIKTGz;
v.Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia;

w.Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia;

x.Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas;

y.Izin Operasional Rumah Potong Unggas;

z.Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging;

aa.Izin Pendirian Klinik Hewan;

bb.Izin Operasional Klinik Hewan;

cc.Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan;

dd.Izin Operasional Rumah Sakit Hewan;

ee.Izin Toko Obat dan Pakan Hewan;

ff.Izin Depo Obat Hewan;

gg.Izin Praktik Dokter Hewan;

hh.Izin Melakukan Inseminasi Buatan;



ii.   Izin reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada

camat;

jj.     Izin Penggunaan Alun-alun Purwodadi;

kk. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL); dan

11.   Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 5

(1)Pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kepala

DPMPTSP meliputi penerimaan, pemberian, penolakan,

pengawasan dan pencabutan izin.

(2)Dalam  menyelenggarakan   pelayanan   perizinan

sebagaimana dimaksu pada ayat  (1)  Kepala DPMPTSP

mengelola administrasi dengan mengacu pada prinsip

koordinasl integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

(3)Kepala DPMPTSP memberikan pelayanan perizinan secara

paralel untuk berbagai jenis izin yang berkorelasi dalam

satu waktu dan persyaratan yang sama untuk izin yang

dimohonkan.

Pasal 6

(1)Apabila Kepala  DPMPTSP berhalangan kurang dari 7

(tujuh) hari kerja, pemberian izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat  (1)  dimandatkan kepada pejabat

struktural dibawahnya.

(2)Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan 7 (tujuh) hari kerja

atau lebih dan Pejabat  Pelaksana Harian (Plh) belum

ditunjuk oleh Bupati,  pemberian izin dilakukan oleh

pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Penandatanganan yang dilakukan oieh pejabat struktural

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama

Kepala DPMPTSP.

BAB III
PENYELENGGARAAN NON PERIZINAN

Pasal 7

Jenis   pelayanan  Non  Perizinan  yang  didelegasikan

kewenangan pemprosesan dan pcnandatangananya kepada

Kepala DPMPTSP meliputi :

a. pemberian insentif;.



Pasal 8

(1)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf  a  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman

modal ;

b.penyedian sarana dan prasarana ;

c.pemberian bantuan teknis; dan /atau

d.percepatan pemberian Penzinan dan Non Penzinan.

(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

atas perse tujuan Bupati.    (

Pasal 9

Penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan

kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan  kontribusi   nyata   bagi   peningkatan

pendapatan masyarakat;

b.adanya penyerapan tenaga kerja lokal;

c.sebagian besar sumber daya yang digunakan berasal dari

sumber daya lokal;

d.terdapat kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan

publik;

e.terdapat kontribusi nyata dalam peningkatan produksi

domestik regional bruto;

f.menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan;

g.termasuk kategori bidang penanaman modal dengan skala

prioritas tinggi;

j

b.pemberian kemudahan investasi ;

c.Keterangan Kesesuaian Ttita Ruang;



15

f
(1)Pelayanan informasi perizinan dan non perizinan melalui;

a.website http:// dpmptsp.grobogan.go.id;

b.email dpmptsp@grobogan.go.id;

c.surat   dengan  alamat   Jalan  dr  Suto

Purwodadi;

e.telepon (0292) 5140317;

f.faksimile, dan

g.pemberian pelayanan di Ffont office (FO).

(2)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :j

a.layanan bimbingan pengisian formulir terkait pelayanan

perizinan dan non perizinan; dan

b.layanan konsultasi atas informasi, antara lain ;

1.peraturan perundang-undangan terkait pelayanan

perizinan dan non penzinan;

2.potensi investasi dan peluang Daerah;

11Pasal

Keterangan Kesesuaian Tata Rî ang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

10Pasal

h. menjalankan kegiatan usaha di bidang pembangunan

infrastruktur;

i. menjalankan alih teknologi;

j.   termasuk katagori industri pionir;

k. lokasi  usaha  berada  di  wilayah terpencil,  wilayah

tertinggal, atau wilayah perbatasan;

1. menjalankan kegiatan penelitian, pengembangan dan

m. melakukan  kemitraan dengan usaha  mikro,  kecil,

menengah atau koperasi; dan/ atau

n. termasuk kategori industri yang menggunakan barang

modal, mesin, atau peralatan produksi dalam negeri.



Pemrosesan dokumen persyaratan perizinan dan non

perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan

terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu oleh

Kepala DPMPTSP.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 13

3.daftar bidang tertutup dan daftar bidang usaha

yang terbuka dengan persyaratan;

4.jenis tata cara proses permohonan, biaya, dan

waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;

6.tata cara    penyar^paian laporan  pengaduan

masyarakat;

7.tata cara layanan pengaduan masyarakat;

8.data referensl yang digunakan dalam pelayanan

perizinan dan non perizinan;

9.data perkembangan penanaman modal, kawasan

industri, harga utilitas, upah dan tanah; dan

10.informasi  perjanjian  intemasional  di  bidang

penanaman modal.  ,

Pasal .12

(1)Layanan pengaduan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal

7 huruf e dapat disampaikan oleh masyarakat  atas

ketidakpuasan terhadap layanan perizinan oleh DPMPTSP

melalui surat, petugas loket, telepon, faksimil, email, SMS

Center, atau melalui kotak ipengaduan yang tersedia di

DPMPTSP.j

(2)Pengaduan sebagaimana tersebut pada ayat (1)   harus

ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP.

(3)Penyelesaian  pengaduan ; diselesaikan  oleh   Tim

Penyelesaian Pengaduan Pe ayanan Perizinan dan Non



Pasal|l7

(1) Penolakan izin dilakukan iialam hal tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal t4

(1)Bentuk dan format  blangko/formulir  yang berkaitan

dengan  penyelenggaraan perizinan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Dalam hal bentuk dan format  blangko/formulir yang

berkaitan dengan penyelenggaraan  perizinan belum

diatur, maka diatur dengan Kpputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal Il5

(1)Pelayanan izin diberikan dalam hal berkas permohonan

izin diterima lengkap dan benpr.

(2)Berkas permohonan izin yang tidak lengkap dan tidak

benar  dikembalikan  kepapla  pemohon  izin  untuk
dilengkapi.!

Pasal 16

(1)Dalam hal diperlukan, untuk memberikan pelayanan

perizinan dapat dilakukan pemeriksaan di lapangan.

(2)Pemeriksaan dilapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang dihentuk Bupati

(3)Tim Teknis  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)

dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

(4)Susunan keanggotaan, tugaS dan wewenang Tim Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
(5)Tim teknis sebagaimana diniaksud pada ayat (2) memiliki

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam

memberikan  rekomendasi , mengenai  diterima  atau

ditolaknya suatu permohonai.

(6)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

melaporkan hasil pemeriksaan lapangan (rekomendasi)

kepada Kepala DPMPTSP.



PELAYANAN

sal 19

:inan dilakukan berdasarkan

Ibagjan tidak terpisahkan dari

mdapatkan salinan izin dan

umana dimaksud pada ayat

Idengan  Keputusan  Kepala

pada  pemeriksaan  ulang

^t (6):
lenuhi  persyaratan  maka

[emohon izin; atau

nuhi persyaratan, maka

(1) Pelaksanaan pelayanan p<

Standar Pelayanan set

Lampiran yang merupaka

Peraturan Bupati ini.

(2) Prosedur dan syan

pengesahan salinan izin se

(1) diatur leblh lanjui

DPMFTSP.

ituk

pent

Pasal

(1) Kepala DPMPTSP dapat  m

l tidak

dikeluarkan izi

. permohonan i:

berkas pennot

pada ayat (4) Kepala DPI

pemeriksaan ulang atas pen

(7) Dalam hal berdasarkan

sebagaimana dimaksu pada

a. permohonan  izin  me

(5)Jawaban atas keberatan sdbagaimana dimaksud pada

ayat (4), disampaikan paling lambat 14 (empat belas ) hari

sejak diterimanya keberai

(6)Paling lambat  14 (empat belas) hari sejak diterimanya

keberatan pemohon secai

fTSP dapat memerintahkan

^canPern

7 (tujuh) hari kerja

iakan for

i Pasal 14 ays

pada  ayatimaksud

diterimanya Keputusan Penoli

mpaikan paling lambatdis

(2)Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

disertai  dengan penjelasan  persyaratan yang tidak

dipenuhi.
(3)Pemohon izin dapat mengajukan keberatan secara tertulis

atas penolakan izin kepada Kdpala DPMPTSP sebagai

dimaksud pada ayat (2) derjgan

keberatan sebagaimana dimal^

(4)Keberatan  sebagair



lulai berlaku maka Peraturan

ihun 2017 tentang Standar

'erizinan dan Non Perizinan

Pelayanan Terpadu Satu

ita  Daerah  Kabupaten

i2), dicabut dan dinyatakan

itas dikeluarkannya izin

;rah Teknis berdasarkan

ing berlaku.

tana dimaksud pada ayat (1)

Maklumat  Pelayanan yang

:eselamatan pelayanan; dan

saran dan masukan;

rosedur/ Standar

(2)Komponen Standar Pelayai

pada ayat (1) meliputi

a.dasar hukum;

b.persyaratan;

c.sistem, mekanisme dan

Operasional Prosedur;

d.jangka waktu penyelest

e.biaya/tarif;

f.produk pelayanan;

g.prasarana dan sarana;

h. kompetensi pelaksana;

j.  penanganan pengaduai

k. jumlah pelaksana;

1. jaminan pelayanan;

m. jaminan keamanan dar

n. evaluasi kinerja pelaksi

(3)Standar Pelayanan sebagair

wajib diumumkar

ditetapkan oleh Kepala DPM

BAB

PEMBINAAN DAN
Pasal

Pembinaan dan Pengawasan

dilakukan oleh Perangkat E

peraturan perundang-undangan

BAB

KETENTUAN
Pasal

Pada saat Peraturan Bupati ini

Bupati Grobogan Nomor 52 '

Pelayanan Untuk Semua Jenis

pada Dinas Penanaman Modal

Pintu Kabupaten Grobogan

Grobogan Tahun 2017 Nomor

tidak berlaku.



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal

Dite apkan di Purwodadi

r

,

berlaku  pada  tanggal

ahuinya, memerintahkan

ini dengan penempatannya

rrobogan

Peraturan  Bupati  ini  i

diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengi

pengundangan Peraturan Bupat

dalam Berita Daerah Kabupaten

Pasa :



l Penyelenggaraan Optikal same
permohonan baru dengan penambahan persyaratan :
1.Surat izin Penyelenggaraan Optikal yang lama
2.Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3.Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

6000,-
2.Fotokopi KTP
3.Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP

Penerima Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
4.Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan

bagi badan usaha atau badan usaha yang
berbadan hukum beserta pengesahannya.

5.Fotokopi NPWP
6.Fotokopi 1MB
7.Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
8.Surat pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-

permohonan benneterai R1. Mengisi fonmilir
Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum   |   1. Undang - Unda^ig Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

kesehatan
2.Keputusan  Mlenteri  Kesehatan  Rl  Nomor

544/MENKES/SK/V/2002 tentang Regristrasi
dan Izin Kerja Refraksionis Optisien

3.Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor
1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal

4.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59  Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 74   Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan  Penandatanganan  Perizinan dan  Non

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan.

Komponen

1.  Izin Penyelenggaraan Optik

LAMPIRANI
Peraturan Bupetti Grobogan
Nomor :

Tentang: Standar Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang Diselenggarakan Oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terapdu   Satu   Pintu  Kabupaten



1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan

2.Persvaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang

selanjutnya diteruskan untuk penomoran
6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata

Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan___

k memenuhi syarat
an ke pemohon

Sistem,

Mekanisme dan
Prosedur



6. Telepon (02921 421193;

4. Website dpmplsp .grobogan. go .id;
5. Email domDtstiaeToboaan.so.id:

3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;
4. Pelaksanaai^pengawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan [back oj^fice);

Terpadu Satu Pintu;
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur. II c
2. Pclatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan {back office)
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk^

l.Jenjang pendidikan :
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;

ik Arsip Dinamis;

24. Aplikasi Perizmar
23. Komputer;
22. Telephon;
21. Lemari Buku Unt
20. Printer;
19. Printer Antrian;
18.PCUnit/layar/tv^
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
16. Televisi;
15. Meubelair Lain - lain;
14. Pot Bunga;
13. Kursi Rapat;
12. Bangku tunggu;
11. Kursi staf;
10. Kamera CCTV;
9. Kotak Surat;

7. Papan Visualises! Promosi;
6. Meja Pengaduan;

4, Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5 Ruana Laktasi"

3. Papan Visual;
2. Running Text;
1. RakKayu;

Izin Penyelenggaraan Optik

Rp. 0,-

secara lengkap dan benar
ak berkas permohonan diterima5 (lima) hari kerja se

Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada  Pemohon  dengan menunjukkan  bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

saran dan

Penanganan

internal
Pengawasan

Pelaksana
Kompetensi

fasilitas
dan/atau
prasarana

Sarana,

Pelayanan
Produk

Biaya / Tarif
Penyelesaian

Jangka Waktu

10

9~

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang {back office!).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.eo.id.

Evaluasi kuierja
pelaksana

Jaminan
keamanandan

keselamatan

pelayanan

Jaminan
pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Mengisi  formulir  permohonan bermeterai  Rp.
6000,-

2. Fotokopi KTP
3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP

Penerima Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopi NPWP
5, Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang
6. Fotokopi Izin Prinsip
7. Fotokopi 1MB
8. Penamaan klinik
9. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 aebanyak 3 lembar
10. Rekomendasi   teknis   pendirian  dari  Dinas

Kesehatan
11. Surat  pernyataan  kebenaran dan keabeahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-

1. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

1.

No
Izin Opera^ional P



Keterangan Bagan:

1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepaia seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  dip roses  oleh  pe tugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi  pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,

kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

rzra

k m

an ke pemohon

Sistem,

Mekanisme dan
Prosedur



3. Telepon (0292) 421193;

. Meja Pengaduan;
:. Kotak Pengaduan;
'. Anjungan Informasi Mandiri;
. Website dpmptsp.grobogan.go.id;

.  Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk^
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back office^)

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
;. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, 11 c
. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
. Kepala Bidang Perizinan (back o^^ice);
. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

in Operasional Puskesmas

. RakKayu;

. Running Text;

. Papan Visual;

. Branding interior & Tuiisan Papan Nama;

. Ruang Laktasi;

. Meja Pengaduan;

. Papan Visualisasi Promosi;

. Display;

. Kotak Surat;

0. Kamera CCTV;
1. Kursi staf;
2. Bangku tunggu;
3. Kursi Rapat;
4. Pot Bunga;
5. Meubelair Lain - lain;
6. Televisi;
7. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
!. PC Unit/layar/tv;
. Printer Antrian;

). Printer,

1. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
2. Telephon;
3. Komputer;
4. Aplikasi Perizinan;

i. Ruang tunggu yang memadai;
7. Lapangan Parkir;
8. Toilet;
9. Mobil.

Iz

Rp. 0,-

5 (lima) han kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan,

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Produk

Sarana,

dan/atau
fasilitas

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

8

9

6.

7.

5.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survci kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back Oj^^ioe).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan

keamanandan

keselamatan

Jaminan
pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi
aslioIehKKl;

2. surat pernyataan mempunyai tempat praktik,

atau surat keterangan dari fasititas pelayanan
kesehatan sebagai tempat praktiknya;

3. surat  persetujuan dari  atasan langsung bagi

Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada
instansi /fasilitas      pelayanan     kesehatan
pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna waktu;

4. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai

tempat praktik; dan
5. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)

lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lemba

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang
Praktek Kedokteran.

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Tenaga Kesehatan.

3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor
2052/MENKES/Per/X/2011 tentang Izin Praktek
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan  atas   Peraturan   Bupati
Grobogan  Nomor 74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No
Irin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Sparialla



dilengkapi
ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar
berkas dikembalikan kepada Pemohon
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dai
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi  pelayanan
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinat

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izan yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilai

dengan
yang

form  permohonan

persyaratan    administrasi

Keterangan Bagan :

k memenuhi syirat
an ke pemohon

Sistem,

Mekanismt

Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dDmotsoi^eroboaan.ao.id:

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back offic^

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back offic^^;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melaluiportal OSS.

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tuliaan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;

6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;

8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
ll.Kuraistaf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Araip Dinamis;
22.Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas perrnohonan ditenma
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan,

sarandan
masukan

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

Produk
Pelayanan

Sarana,

dan/atau
fasilitas

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

8

9

b.

7.

6.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back qflfae).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadj;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan

keselamatan

pelayanan

pelayanan

pelaksana

14

13

12

11



1. fotocopy  STK  yang  masih  berlaku  dan
dilegalisasi;

2. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
memilild Surat Izin Praktik;

3, surat  pernyataan memiliki tempat  di praktik
mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di
luar praktik mandiri;

4. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. rekomendasi  dari kepala dinas  kesehatan
kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;
dan rekomendasi dari organisasi profesi

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan     Menteri     Kesehatan    Nomor
Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan   atas  Peraturan  Bupati
Grobogan  Nomor  74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

No

Surat Izin Ketja Perawat {SOtF^



Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang
ditetapkan
Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-cek

Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon un
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan
Berkas diproses oleh petugas teknis sett
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin y
selanjutnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bag
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan 

4 Berkas tidak memenuhi sysret

I  Dikembalikan ke pemohon

Mekanisme dan

Prosedur



3. Telepon (0292) 421193;

. Sekretans Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
. Kepala Bidang Perizinan (bad^ q^ice);
. Pelaksanaan pengawasan tertulis meialui tembar
kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

. Pelaksanaan pengawasan melaluijx>rtal OSS.

. Meja Pengaduan;

. Kotak Pengaduan;

. Anjungan Informasi Mandiri;

. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
>. Email domotsu^^iaroboean.po.id:

l.Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back o/jfice)

3. Pelatihan : Diklat FTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c

. RakKayu;
:. Running Text;
i. Papan Visual;
. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;

5. Ruang Laktasi;
3. Meja Pengaduan;
. Papan Visualisasi Promoai;
'. Display;

^. Kotak Surat;
0. Kamera CCTV;  :
1. Kursi staf;

2. Bangku tunggu;
3. Kursi Rapat;
4. Pot Bunga;
5. Meubelair Lain - lain;
6. Televisi;
7. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
8. PC Unit/layar/tv;
). Printer Antrian;
0. Printer;
1. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
2. Telephon;

3. Komputer;
4. Aplikasi Perizinan;
5. Jaringan Internet;
5. Ruang tunggu yang memadai;
7. Lapangan Parkir;

8. Toilet;
9. Mobil.

2
2
2
2
2
2

Surat Izin Kerja Perawat (S1KP)

Rp. 0,-

5 tima) hari kerja sejak berkas permohonan ditenma
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SUM

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Penanganan

pengaduan,

saran dan

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

8

9

To"

7.

b.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumcn yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadanj Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back office!).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi kmerja
pelaksana

Jaminan

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. fotocopy  STR yang  masih  berlaku  dan
dilegalisasi;

2. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
memiliki Surat Izin Praktik;

3. surat pernyataan memiliki tempat di praktik
mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di
luar praktik mandiri;

4. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;

5. rekomendasi  dari kepala dinas  kesehatan
kabupaten/ koto atau pejabat yang ditunjuk;

6. dan rekomendasi dari organisasi profesi.

1. ^^raturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan     Menteri     Kesehatan    Nomor
Hk.02.02/Menkes/148/1/2010 Tentang Izin Dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan   atas  Peraturan  Bupati
Grobogan  Nomor  74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

S.  Bnrat fain Praktik Perawat |SIPP)



1.Pemohon  mengisi  form
dilengkapi   persyaratan
ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist,
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka

berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-cekfist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi  pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan

permohonan  dengan
admimstrasi    yang

Sistem,

Mekanisme dan
Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dnmntsor^aroboaan eo id"

l.Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back office!)

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (bade office!);
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual,-
4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;  i
11. Kursi staf;        '.

12. Bangku tunggu; j
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/ PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian; .
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Teiephon;

23. Komputer;

24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parltir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Surat Izin Praktik Perawat (S1PP)

Rp. 0,-

5 (lima) ban kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan
pengaduan,

saran dan

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Sarana,

dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

8

9

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekah jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja-

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back offic )̂.

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan
keamanandan

keselamatan

pelayanan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Mengisi formula yang disediakan dengan dibubuhi materai
Rp. 6.000,-;

2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. Fotokopi sertifikal kompetensi perawat gigi;
4. Fotocopy STRPG;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin

Praktik;
6. Surat   pernyataan memiliki tempat   kerja di  fesilitas

pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
7. Pas foto berwama teibaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar;
S. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/ pejabat yang

ditunjuk/ Tim Teknis;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi.
10. Surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya

sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  bagi
Warganegara Asing;

11. Fotokopi STTS PBB temptt kerja atau tempat tinggal
pemohon;

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun

2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat

Gigi;
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019

tentang   Perubahan   atas   Peraturan  Bupati
Grobogan  Nomor  74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Desar Hukum

Kompoaen

2.

1.

No

6.  Surat Izin Kerja Perawat Qlfl (8IKPQ)



Keterangan Bagan :

1.Pemohon  mengisi  form permol

dilengkapi   persyaratan  admit
ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan  oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
ata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke

I^ket Pongaiiibuan^^^

yang

k memenuhi syarat
an ke pemohon

Sistem,

Mekaniame dan
Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp .grobogan. go .id;
5. Email domDtst/aieroboean.eo.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back offic^^;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan:
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, setnua jurusan (back office/)

2. Pelatihan : Diklat FTSP, Diklat OSS
3. Pangkat j Golongan : minimal Pengatur, II c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/Casing 7buchscreen/PC Unit;
18. PCUnit/layar/tv;
19. Printer Antrian;

21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Pcrizinan;
25. Janngan internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan,

masukan

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Sarana,

pra sarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

8

9

7.

6.

b.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back office).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.ao.id.

Evaluasi ltinerja
pelaksana

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Formulir Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,-

3. Sural Kuasa ]ika Mewakili Bermaterai Rp. 6.000,-

4. Surat Keterangan sehat dari dokter yang meiliki SIP
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas

pelayanan kesehatan atau tempat praktiki pelayanan
Gigi secara mandiri

6. Surat rekomendasi dari organiSaaiProfesi dan Dinkes

7. Fotocopy SIP/STRPG
8. 1MB tempat praktek bagi yang praktek mandiri
9. Pas foto berwama terbani 4 x 6 sebanyak 3 (tiga)

lembar

1. Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan  atas   Peraturan  Bupati
Grobogan  Nomor 74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Kompouen

2.

1.

No

7.  Surat Izin Praktik Perawut CHgl (SIPPG)



Keterangan Bagan ;
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  den

dilengkapi   persyaratan   administrasi    yang
ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benai
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar m
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon un
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan  oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

. Berkas diproses oleh petugas teknis setela
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untu

dilakukan pern pro sesan dan penerbitan izii
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan

emohon

Mekanis
Prosedui



i. Telepon (02921 421193;

. Meja Pengaduan;

. Kotak Pengaduan;

. Anjungan Informasi Mandiri;

. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
>. Email domntsctaiaroboEan.EO.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepala Bidang Perizinan (back office);
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back offic^

2. Pelatihan : Diktat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c

. RakKayu;

. Running Text;

. Papan Visual;

. Branding Interior &Tulisan Papan Nama;

. Ruang Laktasi;

. Meja Pengaduan;

. Papan Visualisasi Promosi;
. Display;
. Kotak Surat;

0. Kamera CCTV;
1. Kursi staf;
2. Bangku tunggu;
3. Kursi Rapat;
4. Pot Bunga;
5. Meubelair Lain - lain;
6. Televisi;
7. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
8. PC Unit/tayar/tv;
9. Printer Antrian;
0. Printer;
1. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
2. Telephon;

4. Aplikasi Perizinan;
>. Janngan Internet;
i. Ruang tunggu yang memadai;
7. Lapangan Parkir;
8. Toilet;
9. Mobil.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIKPG)

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan
pengaduan,

saran dan

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana

fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

8

9

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekah jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Keria.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor; Jl. Dr Sutemo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kineija
pelaksana

Jaminan
keamanan dan

keselamatan

petayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Surat Permohonan

2. Foto copy KTP
3. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir cap basah
5. Foto copy STR yang dilegalisir cap basah
6. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki

surat izin praktik.
8. Surat Keterangan kerja dari pimpinan tempat

kerja bersangkutan
9. Surat Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan
10. Surat izin kerja asli (bagi perpanjangan)

1. Permenkes   No.31  Tahun  2013  Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59  Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Grobogan  Nomor 74   Tahun 2018 tentang
Pendelegasian     Sebagian     Kewenangan
Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan

Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Petayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Unlan

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

No

8.  Sorat Iain Keija Parawat Aneatesi (8IKPA)



Keterangan Bagan :
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi   persyaratan   administrasi    yang
ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi petayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,

kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan

Sistem,
Mekanisme dan

Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;
5. Email dumDtstYato-oboean.EO.id:

4. Website dpmptsp. grobogan .go. id;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan (bade office)',

Terpadu Satu Pintu;
1. Sekretans Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur. II c
2. Pelatihan : Diktat PTSP, Diklat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back offiae)
a. Minimal Diploma 3. semuajurusan (help desk)

l.Jenjang pendidikan :
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. Aplikasi Perizinan;
23. Komputer;
22. Telephon;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
20. Printer;

9. Printer Antrian;
B.PCUnit/layar/tv;
7. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
6. Televisi;

5. Meubelair Lain - lain;
4. Pot Bunga;
3. Kursi Rapat;
2. Bangku tunggu;
1. Kursi staf;
0. Kamera CCTV;
. Kotak Surat;
. Display;
. Papan Visualisasi Promosi;
. Meja Pengaduan;
. Ruang Laktasi;
. Branding Interior fliTulisan Papan Nama;
. Papan Visual;
. Running Text;
. RakKayu;

Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)
Rp. 0,-

secara lengkap dan benar

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

pengaduan,

Penanganan

internal
Pengawasan

Pelaksana
Kotnpetenai

fasilitas

prasarana

Sarana,

Pelayanan

Produk
Biaya / Tarif

Penyelesaian

Jangka Waktu

10

9

8

7.

6.

5.

4.

—



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (fcacfc of/ice).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi kineija
pelaksana

Jaminan
keamanan dan

keselamatan

pelayanan

Jaminan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

13

14

12

11



1. totokopi STKB yang masih berlaku dan dilegalisasi
asli;

2. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki
surat izin praktik;

3. surat pemyataan memiliki tempat praktik; d.surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas  Pelayanan
Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;

4. pas foto terbaru dan berwama dengan ukuran

4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. rekomendasi   dari kepala  dinas  kesehatan

kabupaten/kota setempat; dan
6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Praktek Kedokteran.

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Kebidanan.

3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor

28/MENKES/Per/X/2017  tentang   Izin  dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan.

4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   F'erubahan  atas   Peraturan  Bupati
Grobogan  Nomor 74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan
Pelayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

1.

No
9.  Swat Irin Praktik Bidan (SIPS)



Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan dengan
dilengkapi   persyaratan   administrasi   yang

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon un '
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi  pelayanan un  '
dilakukan  pemprosesan dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setr"

diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang

selanjutnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang seianjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan

k memenuhi sysrat

an ke pemohon

Mekanisme dan



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dpmotsc®sroboean.eo.idi

1. Sekretans Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepala Bidang Perizinan (bade office);
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui Ierobar

kendati dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan i
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Goiongan : minimal Pengatur, II c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visua^;
4. Branding Interior fkTulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;       .
10. Kamcra CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parltir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan.

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

dan/atau
fasilitas

Produk
Petayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekalijika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan ttap

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

l. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292)421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.ao.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan
keamanan dan
kesetamatan
pelayanan

Jaminan
pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Fotocopy KTP Pemohon/Keterangan Domisili Dari Camat
Setempat Bagi Pemohon Yang Memiliki KTP di Luai
Pangkalpinang

2. Pas Photo Terbara Berwama Latar Beiakang Merah Ukuran
3x4 an Sebanyak 4 Lembar

3. Fotocopy Ijazah Yang Dilegalisir
4. Fotocopy STR Apoteker Yang DilegalUir
5. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi
6. Surat Keierangan Sehal Dari Dokter/Puskesmas
7. Sural Izin Dari Atasan Bagi Pcmohonan Pegawai Negeri,

Anggota BARI dan Pegawai Insiansi Pemerintah Lainnya
8.  Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja Profesi/Surat

Keterangan Dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Sebagai
Tempat Kerjanya (Bermaterai)

9. Pengambilan Surat Izin Yang Lama (Perpanjangan)

1. Peraturan    Menteri   Kesehatan    No.889/
Menkes/ Per/V/ 2011   tentang  registrasi,   lain
praktik dan Izin kerja tenaga kefarmasian.

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Bupati
Grobogan  Nomor  74    Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Urmian

Fersyaratan
Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No



Keterangan Bagan :
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi   persyaratan   administrasi   yang
ditetapkan

2.Persyaratan adimnistrarif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bitamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk setanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan
Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi  pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
setanjutnya diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang setanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan__   

C3ZJ

k memenuhi syarat
an ke pemohon

Sistem,

Mekanisn

Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp. grobogan .go. id;

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui Iembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

I. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back office)

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, 11 c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;

4. Branding Interior & Tulisan Papan Nairn;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;   '
11. Kursi staf;

12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18.PCUnit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22.Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Periziitan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Surat Izin Kerja Apoteker (S1KA)

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

pengaduan,

masukan

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Petayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

9

8

V.

b.

b.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakanm.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam)orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi ldnerja
pelaksana

Jaminan

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

13

14

12

11



I- -^.-U

Keterangan Bagan :
1. Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi   persyaratan   administrasi    yang

i

1  4 Berkas tidak memenuhl sysrat
1  J  Dikembalikan ke pemohon

emu

1. fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
4. fotokopi pete lokasi dan denah bangunan;dan
5. daftar prasarana, sarana, dan peralatan.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Bupati
Grobogan  Nomor  74    Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan

dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Petayanan  Terpadu   Satu   Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Sistem,

Mekanisme dan
Prosedur

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

3.

2.

No
11. Snrat Izin Praktlh Apoteker (8IPA)



ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benai

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.

Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuli
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  seti
diverifikasi  oleh kepala seksi  petayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  i
kemudtan diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan

7.SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan menunjukkan  bukti

_ Pendaftaran dan mengisi SKM
5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar
Rp. 0,-"'"""'

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

1.RakKayu;   '   ~~"

2.Running Text;
3.Papan Visual;
' Branding Interior & Tulisan Papao Nama;

Ruang Laktasi;
Meja Pengaduan;
Papan Visualisasi Promosi;
Display;
Kotak Surat;

.0. Kamera CCTV;

Kursi staf;
!. Bangku tunggu;

Kursi Rapat;
Pot Bunga;

5. Meubelair Lain - lain;

Televisi;
'. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;

PC Unit/layar/tv;
Printer Antrian;
Printer;
Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
Telephon;

i. Komputer;
Aplikasi Perizinan;
Jaringan Internet;

!6. Ruang tunggu yang memadai;
~ Lapangan Parkir;

dan/atau
fasilitas

Jangka Waktu
Penyelesatan
Biaya / Tarif
Produk
Pelayanan
Sarana,



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekah jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;

2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kanton Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website  dpmptsp. grobogan .go. id;
5. Email domptsD®sroboEan.Bo.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepala Bidang Perizinan (back office);
3. Petaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Petatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, 11 c

28. Toilet;
29. Mobil.

Evaluasi kinerja
pelaksana

keamanan dan

keselamatan

petayanan

Jumlah
pelaksana

Penanganan

pengaduan,

saran dan

Pengawasan
internal

Kompetensi
Pelaksana

14

13

12

11

10

9

8



Surat permohonan bermaterai 6.000,-

Surat pengantar dari Kepala Puskesmas atau dari Direktur
Rumah Sakit
Foto copy ijazah, STRTTK (legalisir)
Foto copy KTP
Foto copy NPWP
Foto copy SK pengangkatan bagi PNS, bagi yg KonOak ada
perjanjian kerja santa
Surat Keterangan Sehat dari dokter
Rekomendasi dari organisasi profesi tenaga kefarmasian
Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar

J. Surat Pemyataan memiliki tempat praktik
I. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
2. Materai Rp 6.000 sebanyak 1 lembar
3. Surat pemyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon

melaksanakan pekerjaan kefarmasian

1. Pcmienkcs RI Nomor 31 Tahun 2016 ientang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/PER/V/2011 tentang

Reglstrasi, Izin Praktik dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan   atas   Peraturan  Bupati
Grobogan  Nomor 74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada Kepala  Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan,

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No
12. Surat Izin Keija Tenaga Tetatls Keftumastan (SIKTTK)



K

1.Pemohon  mengisi  form
dilengkapi   persyaratan
ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belutn lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk setanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi  pelayanan untuk
dilakukan pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudtan diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepata Dinas menandatangani Keputusan izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan^__

petmohonan  dengan
administrasi   yang

k memenuhi syara
kan ke pemohon

Sistem,

Mekanisme dan
Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandin;
k Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5 Email dDmotsi3^)Eroboean.EO id-

. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
. Petaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan ;
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (bade officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS
3. Pangkat / Oolongan : minimal Pengatur, II c

. RakKayu;

. Running Text;
.. Papan Visual;

. Branding Interior Si Tulisan Papan Nama;
3. Ruang Laktasi;
3. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
i. Display;
3.  Kotak Surat;        ;
0. Kamera CCTV;  i
1. Kursi staf;
2. Bangku tunggu;
3. Kursi Rapat;
4. Pot Bunga;
5. Meubelair Lain - lain;

6. Televisi;
7. Rak/Casing Touchscreen/PC Unit;
8.PCUnit/tayar/tv;  .
9. Printer Antrian;
0. Printer;
1. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
2. Telephon;
3. Komputer;
4. Aplikasi Perizinan;

3. Ruang tunggu yang memadai;
7. Lapangan Parkir;
8. Toilet;
9. Mobil.

Surat Izin Keija Tenaga Teknis Ketarmasian (S1KTTK)

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan ditenma
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan,
saran dan

masukan

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Btaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

9

8

7.

6.

5.

4-



1. Evaluasi d il aksa n ska n sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back offfcd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kineija
pelaksana

Jaminan
keamanan dan

kese lama tan

pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Foto copy (KTP) Pemohon
2. Foto Copy Ijazah
3.  Folo copy STR
4. Surat Keterangan dari Pimpinan
5.  Surat Keterangan sehat dari dokter
6. Rekoniendasi dari organisasi protest
7. Pas foto terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4x6

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor   1363  /

MENKES/SK/Xn/2001 tentang Registrasi dan Ijin
Praktek Fisioterapis

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan   atas   Peraturan  Bupati
Grobogan  Nomor  74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non Penzinan
kepada Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

1.

No
13. Snrat Izin Praktik F^^loterapls [SIPF)



Keterangan Bagan :
Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi   persyaratan  administrasi    y
ditetapkan

2. Persyaratan administratif yang lengkap dan be
diserahkan ke bagian informasi untuk di-cek
Bilamana berkas belum lengkap dan benar m
berkas dikembalikan kepada Pemohon un
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  sett
diverifikasi  oleh kepata   seksi pelayanan un
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudten diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setetah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menartdatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambitan

k memenuhi syarat

an ke pemohon

Sistem,
Mekanismt
FTosedur



6. Telepon (0292) 421193;

4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5 Email Qomotsr^^Dfrobo&an.so.idi

3. Anjungan Infonnasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;
4. Pelaksanaan pengawasan melalui oortal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Petaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan (bade offux);

Terpadu Satu F^ntu;
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
2. Petatihan ; Diklat PTSP, Diklat OSS

b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)

1. Jenjang pendidikan :

29. Mobil!

27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. Aplikasi Perizinan;
23. Komputer;
22. Telephon;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
20. Printer;
19. Printer Antrian;
18.PCUnit/layar/tv;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
16. Televisi;
15. Meubelair Lain-lain;
14. Pot Bunga;
13. Kursi Rapat;
12. Bangku tunggu;
11. Kursi staf;
10. Kamera CCTV;
9. Kotak Surat;
8. Display;
7. Papan Visualisasi Promosi;
6. Meja Pengaduan;
5. Ruang Laktasi;
4. Branding Interior (kTulisan Papan Nama;
3. Papan Visual;
2. Running Text;
1. RakKayu;

Surat Izin Praktik Fistoterapis (SIPF)

Rp. 0,-

secara lengkap dan benar
5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima

Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

saran dan

pengaduan.

Penanganan

Internal
Pengawasan

Pelaksana
Kompetensi

f  Ttas

prasatana

Sarana,

Petayanan
Produk
Biaya / Tarif

Penyelesaian

Jangka Waktu

10

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran,

1. Maklumat Pelayanan;

2. Pakta Integritas;
3. Motto Keria.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back ojjice).

7. Fax (0292) 421193;
8. Atamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan

keamanan dan

keseiamatan
petayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. surat Permohonan bermeterai Rp.6000.

2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Ijasah Pendidikan Refraksionis Optisien
5. Fotocopy SIRO yang masih berlaku
6. Surat Keterangan Sehat dari dokter
7. Surat    keterangan  dari  Ptmpinan  sarana

Pelayanankesehatan yang menyebutkan tanggal
mulai bekerjasebagai refraksionis optisien

8. Rekomendasi dari Instansi Teknis
9. 9. Pas Foto berwama ukuran 4x6 sebanyk 3

(tiga)lembar.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Optikal.
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59  Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 74   Tahun 2018 tentang
Pendelegasian     Sebagian     Kewenangan
Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No
14. Bunt Izin Kerja (SDC) Refraksionis Optisien



K

dilengkapi
ditetapkan
Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi petayanan
Berkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izm,
ketnudtan diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan_^_

form  permohonan  dengan

Mekanisme dan
Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dDmDtsuij)EroboEan.Eo.id:

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golon^tn : minimal Pengatur, 11 c
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (bade officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

I. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior QiTulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;

10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18.PCUnit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamia;
22. Telephon;

24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien
Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima

secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan,

sarandan

masukan

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Sarana,

pra sarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

ID

8

9

6.

7."

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd.

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.ao.id.

Evaluasi ldnerja
pelaksana

keselamatan

petayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Mengisi formulir permohonan SIKR;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebanyak

1 (satu) lembar;
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi  atau Ujian

Kompetensi, sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Fotokopi  Surat   Tanda  Registrasi  Radiografer

(STRR) yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran

4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Surat  keterangan sehat fisik dari dokter yang

memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Surat keterangan be kerja dari fasilitas pelayanan

kesehatan tempat bekerja;
8. Surat    pemyataan  memiliki  tempat   kerja,

bermaterai 6000;
9. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Naskah SIKR asli (untuk perpanjangan dan

perubahan).

1. Peraturan    Menteri   Kesehatan    Nomor

357/MENKES/PER/V/2006 Tenteng  Registrasi
Dan Izin Kerja Radiologi

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59  Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Grobogan  Nomor 74   Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan
dan  Penandatanganan  Perizinan  dan  Non

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Grobogan.

Uralau

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

15. Surat Izin Ketja Radlografer (SIKR)



Keterangan Bagan ;

1.Pemohon  mengisi  form
dilengkapi   persyaratan
ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk setanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  dip roses  oleh petugas  teknis   setelah
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan____^_____^_^___

lohonan  dengan

linistrasi    yang

k memenuhi syara
an ke pemohon

Sistem,

Mekanis
Prosedui



6. Telepon (02921 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email domDlsu2>srobu^an.eo.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd

2. Pelatihan ; Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tuliaan Papan Nanta;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;

10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/tayar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telcphon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7.  SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan
pengaduan,

masukan

Kompetensi

Pelaksana

Pengawasan

Sarana,

dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu

10

8

9

7.

6.

5.

4-



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekah jika ndak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang riilaltnlom ttap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 jenam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.eo.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan
keamanan dan

keselamatan

pelayanan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



Keterangan Bagan :

I   ? Berkas tidak memenuhi syarat
^  |  Dikembalikan ke pemohon

1. STRTKT Yang Masih Berlaku;
2. Surat Persetujuan Memiliki Tempat Praktik Atau

Surat  Keterangan  Dari  Pimpinan  Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tradisional.

3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

1. Peraturan    Menteri   Kesehatan    Nomor

1109/MENKES/PER/UC//2007          tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer  Al
ternatlf di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang   Perubahan  atas   Peraturan   Bupati
Grobogan  Nomor  74   Tahun  2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan

dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum
Komposen

3.

2.

1.

No

16. Sor.t lain Keija Terra^. PengobaUn ^Complementer Altercratif (SIK-

TPKA)



_____

Running Text;
Papan Visual;
Branding Interior fkTulisan Papan Nama;
Ruang Laktasi;
Meja Pengaduan;
Papan Visualisasi Promosi;

Kotak Surat;
Kamera CCTV;
Kursi staf;
Bangku tunggu;

3.Kursi Rapat;
4.Pot Bunga;

Meubelair I Jin - lain;

Televisi;
. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
. PC Unit/layar/tv;
. Printer Antrian;
. Printer;
. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
. Telephon;

3. Komputer;
Aplikasi Perizinan;

5.Jaringan Internet;

Saran

prasarana
dan/atau
fasilitas

Rp. 0,-

Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-
if (SIK-TPKA)
___

Produk
Pelayana

1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan
dilengkapi   persyaratan  administrasi   yang
ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon  untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi petayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi  petayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan

7.SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
lengkap dan benar

Jangka Waktu
Penyelesaian



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsiunen yang dilakukan tiap
tahun

3.  CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Paktn Integritas;
3. Motto Keia.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dDntDtsDti^erobogan.go.idt

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3, Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (backofficd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, 11 c

26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;

29. Mobil!

Evaluasi ltinerja
pelaksana

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

Pengawasan

Penanganan

pengaduan,

masukan

Kompetensi
Pelaksana

14

13

12

11

9

id

8



Surat Permohonan bermaterai

Biodata Pengobat Tradisional
Foto Copy KTP
Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah
Stunt keterangan lurah/desa tempat melakukan pekerjaan

sebagai pengobat tradisonal
Peia lokasi usaha dan denah ruangan
Rekomendasi dari asosiasi profesi dibidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan (dalam hal ini rekomendasi

dari Ikatan Terapis Bekam Indonesia - ITBI)
Foto copy sertifikat/Ijazah pengobat tradisional
Folo Copy Ijazah pendidikan formal terakhir

3. Surat Pengantar Pukesmas sciempat
1. Pas foto terbaru 4 x 6 sebanyak 3 lembar ba^ yang boru dan

2 lembar bagi yang regisrasi ulang

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor    1076/Menkes/SK/VU/2003   Tentang
•enyelenggaraan Pengobatan Tradisional
•eraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019

tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Bupati
Grobogan  Nomor  74   Tahun  2018 tentang

•endelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan

Ian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
•etayanan   Terpadu   Satu  Pintu  Kabupaten
Jrobogan.

1.

2.

Urainn

Dasar Hukum

Fersyaratan
Pelayanan

Komponen

1.

2.

No

n TrMttnlonal (STPTJ/Surat Izin Pengo^^ttSurat TerdafUr Pen]
Tradisioiral (SIPT)



Keterangan Bagan :

. Pemohon mengisi form permohonan dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang
ditetapkan

. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon un
dilengkapi

. Berkas yang telah di-ceklist drinput di ba^
pendaftaran untuk setanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi petayanan

. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan un
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian
Tata Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke
Loket Pengambilan

Sistem,
Mekanisme dan



i. Telenon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
\. Website dpmptsp.grobogan.go.id;

5. Email dmnDtso^ ^^eroboean.Ro.id:

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan [help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (bade officd

2. Pelatihan : Diktat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (bade office);
. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

. RakKayu;
'. Running Text;
i. Papan Visual;

1. Branding Interior fk Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
^. Meja Pengaduan;
. Papan Visualisasi Promosi;

i. Display;
I. Kotak Surat;

0. Kamera CCTV;
1. Kursi staf;

2. Bangku tunggu;
3. Kursi Rapat;
4. Pot Bunga;
5. Meubelair Lain - lain;
6. Televisi;
7. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
8. PC Unit/tayar/tv;
9. Printer Antrian;
). Printer;
1. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
2. Telephon;
3. Komputer;
4. Aplikasi Perizinan;
5. Jaringan Internet;
6. Ruang tunggu yang memadai;
7. Lapangan Parkir;
8. Toilet;
9. Mobil.

Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)/Surat
Izin Pengobat Tradisional (SIPT1

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan ditenma
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan,

masukan

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

dan/atau
fasilitas

Produk
Petayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu

10

8

9~

6.

7.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekah jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survet kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor; Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.eo.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

keamanan dan

keselamatan
pelayanan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2.Foto copy ijazah yang dilegalisir.
3.Foto copy STR-ATLM.
4.Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki

Surat Izin Praktik.

5.Surat keterangan bekeija dari Fasilitas Petayanan
Kesehatan yang bersangkutan.

6.Pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
berlatar belakang merah.

7.Rekomendasi   dari  Kepata     Dinas   Kesehatan
Kabupaten Grobogan.

8.Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Persyaratan
Petayanan

1.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli
Teknologi Laboratorium Medik.

2.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Dasar Hukum

Uraian
Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laborat Medik (fflP-ATLM)



Keterangan Bagan :
Pemohon mengisi form permohonan dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan

2.Persyaratan administrafif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bitamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon un
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  dilnput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan  oleh  kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi petayanan
Bcrkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan un
dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,

kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Tzin yang

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

k memenuhi syarat
an ke pemohon

Sistem,
Mekanism
Prosedur



6. Telepon (02921 421193;

4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email domotswi^ ^eroboean.e'o.id:

3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;
4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;

Terpadu Satu Pintu;
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
2. Pctatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)

l.Jenjang pendidikan :
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. Aplikasi Perizinan;
23. Komputer;
22.Telephon;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
20. Printer;
19. Printer Antrian;
18. PCUnit/layar/tv;
17. Rak/Casing Touchscreen/PC Unit;
16. Televisi;

o. Meubelair Lain - lain;
1. Pot Bunga;

.. Kursi Rapat;
:. Bangku tunggu;
. Kursi staf;

3. Kamera CCTV;
. Kotak Surat;

. Papan Visualisasi Promosi;

. Meja Pengaduan;

. Ruang Laktasi;

. Branding Interior c^ Tuhsan Papan Nati^n;
. Papan Visual;
. Running Text;
. Rak Kayu;

1
1
1

ATLM)
Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laborat Medik (SIP-

Rp. 0,-

secara lengkap dan benar

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

pengaduan,

Penanganan

internal

Pengawasan

Pelaksana
Kompetensi

tasilitas
dan/atau
prasarana

Sarana,

Pelayanan
Produk
Biaya / Tarif
Penyelesatan
Jangka Waktu

10

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang tills kntan ttap

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1- 3 (tiga) orang (kelp desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan
keamanan dan

keselamatan

pelayanan

Jaminan
p^layanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Foto copy ijazah yang dilegalisir.
3. Foto copy STROT.
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki

Surat Izin Praktik.
5. Surat pemyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas

Petayanan   Kesehatan  atau  tempat  praktik
petayanan Okupasi Terapi secara mandiri.

6. Pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
berlatar belakang merah.

7. Rekomendasi  dari  Kepala  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Grobogan.

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
9. Surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan

lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan bagi Warga Negara Asing.

10. Fotokopi STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal
pemohon.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Terapi Okupasi.

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

No

19. Snrat Izin Kerja Oknpaal Terapta (SIKOT)



Keterangan Bagan :
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang tetah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan  oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang

selanjutnya diteruskan untuk penomoran
6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata

Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

Mekanisme dan
Prosedur



6. Telepon (02921 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptap. grobogan.go.id;
5. Email domotsDf^lRrobo^an.po.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back offkx);
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan ; minimal Pengatur II c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior 8i Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain-tain;
16. Televisi;
17. Rak/Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamia;
22.Telephon;
23. Komputer;
24. Apiikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir,
28. Toilet;
29. Mobil.

Surat Izin Okupasi Terapia (SIKOT)
Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima

secara lengkap dan benar

7. SK Izin diaerahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan

pengaduan,
saran dan

masukan

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

9

8

7.

6.

4.

5.



1.Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2.Survei kepuasan konsumen yang dilakukan ttap

1.3 (tiga) orang (help desk);
2.6 (enam) orang (back officd-

1.Maklumat Pelayanan;
2.Pakta Integritas;
3.Motto Kerja.

1.CCTV;
2.Tabung Pemadam Kebakaran.keamanan dan

keselamatan

pelayanan

luasi lrinerja
pelaksana

12

"13"

7.Fax (0292) 421193;
8.Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9.SMS Pengaduan 0895423990707;
10.Website www.oss.go.id.



1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2. Foto copy ijazah yang dilegalisir.
3. Foto copy STRGz.
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki

Surat Izin Praktik.
5. Surat pemyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan atau tempat Petayanan Gizi
secara mandiri.

6. Pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
berlatar belakang merah.

7. Rekomendasi   dari  Kepata     Dinaa  Kesehatan
Kabupaten.

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

1. Undang-Undang [Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatait.

2. Peraturan Menteji Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 26 Tahu^ 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomov 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten

Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Ftelayanan

Dasar Hukum

Komponen

Surat Izin Kerja Tenaga Gtai (SIKTOaj

2.

1.

No
30.



Keterangan Bagan :
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi persyaratan admlnistrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.

Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepata    seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4Berkas diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi  pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan dan penerbitan  izin,

kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang

selanjutnya diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tat^

Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Lokei
Pengambilan.___

k memenuhi syarat
an ke pemohon

Sistem,

Mekanisr

Prosedur



6. Telepon (02921 421193;

4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dpmBtsrxalgrobogaii.go.id;

3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan (bade officd;

Terpadu Satu Pintu;
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur. II c
2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (hack officd
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)

1. Jenjang pendidikan :

29. Mobil!

27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;

iikArsip Dinamis;

24. Aplikasi Perianai
23. Komputer;
22. Telephon;
21.LemariBukuUn
20. Printer;
19. Printer Antrian;
18. PC Unit/layar/tw
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
16. Televisi;
15. Meubelair Lain - tain;
14.PotBunga;
13. Kursi Rapat;      i
12. Bangku tunggu;
11. Kursi staf;       :
10. Kamera CCTV;
9. Kotak Surat;
8. Disptay;
7. Papan Visualises! Promosi;
6. Meja Pengaduan;
5. Ruang Laktasi;
4. Branding Interior &Tulisan Papan Nama;
3. Papan Visual;
2. Running Text;
1. RakKayu;

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
Rp. 0,-

secara lengkap dan benar

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambitan

masukan

pengaduan,

Penanganan

internal
Pengawasan

Pelaksana
Kompetensi

dan/atau
prasarana

Sarana,

Petayanan
Produk
Biaya / Tarif

Penyelesaian

Jangka Waktu

10

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

Jaminan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2. Foto copy ijazah yang dilegalisir.
3. Foto copy STRGz.
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki

Surat Izin Praktik.
5. Surat pemyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan atau tempat Pelayanan Gizi
secara mandiri.

6. Pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
berlatar belakang merah.

7. Rekomendasi  dari Kepata    Dinas   Kesehatan
Kabupaten.

8. Rekomendasi dari Organiaasi Profesi.

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten

Grobogan.

Uratan

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

Ho

3O.



permohonan  den

dministrasi yang ditetapkan
if yang lengkap dan bem

diserahkan ke bagian informasi untuk di-cekbs
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka

berkas  dikembalikan kepada  Pemohon ur
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di baj
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi
didistribusikan oleh kepata seksi pendaftaran
kepada seksi petayanan
Berkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan untuk
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i

kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selan utnva diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

nemenuhl syarat

ke pemohon

Mekanisme dan

Prosedur



6. Telepon (0292) 421193;

4. Website dptnptsp. grobogan .go. id;
5. Email doniDtsofii'Grohopan.eo.idi

3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;
4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan (back offux);

Terpadu Satu Pintu;
1. Sekretans Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
3. Pangkat / Golongan ; minimal Pengatur, II c
2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)

1. Jenjang pendidikan :
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parlor;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. Aplikasi Perizinan;

21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;

20. Printer;
9. Printer Antrian;
8. PCUnit/layar/tv;
7. Rak/Casing Touchscreen/PC Unit;
6. Televisi;
5. Meubetair Lain - tain;
k Pot Bunga;
3. Kursi Rapat;
2. Bangku tunggu;
1. Kursi staf;
0. Kamera CCTV;
. Kotak Surat;
. Display;
. Papan Visualisasi Promosi;
. Meja Pengaduan;

. Branding Interior &Tulisan Papan Nama;

. Ruang Laktasi;

. Papan Visual;

. Running Text;

. RakKayu;

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
Rp. 0,-

secara lengkap dan benar

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
Pendaftaran dan meneisi SKM
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

pengaduan,

Penanganan

internal
Pengawasan

Pelaksana

Kompetensi

fasilitas
dan/atau
prasarana

Sarana,

Pelayanan

Produk
Biaya / Tarif
Penyelesaian
Jangka Waktu

10

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Keria.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor; Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.  Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.  Fotokopi KTP
3.  Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP

Penerima Kuasa bita pengurusan izin dikuasakan
4. Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan

bagi badan usaha  atau badan usaha yang
berbadan hukum beserta pengesahannya.

5.  Fotokopi NPWP
6.  Fotokopi Izin Lingkungan
7.  Fotokopi 1MB;
8.  Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa
9.  Fotokopi DED (Detail Engineering Design);
10. Fotokopi DokumenRT/RW
11. Surat  pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor  95 Tahun 2012

tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan    Menteri    Pertanian    Nomor

381/Kpts/OT.140/10/2005   tentang  Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal
Hewan;

4. Peraturan    Menteri    Pertanian    Nomor

13/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Persyaratan
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit
Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Petemakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uratan

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

No

31. tain Mcndirikan Rontah Potong Hewan Kwminanata



Keterangan Bagan :
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan bent

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon ur   '
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi
didistribusikan oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi  pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan dan penerbitan  ' '
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

k memenuhi syarat

an ke pemohon

Mekanisme dan



6. Telepon (0292) 421193;
5. Email domntsc^J^rroboGan.po.idi

4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;
4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;

Terpadu Satu Pintu;
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
2. Petatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)

1. Jenjang pendidikan :
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. Aplikasi Perizinan;
23. Komputer;

21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22.Telephon;

20. Printer;
19. Printer Antrian;
18. PC Unit/layar/tv;
17. Rak/ Casing Tbuchscreen/PC Unit;
16.Televisi;
15. Meubelair Lain - lain;
14. Pot Bunga;
13. Kursi Rapat;
12. Bangku tunggu;
11. Kursi staf;
10. Kamera CCTV;
9. Kotak Surat;
8. Display;
7. Papan Visualisasi Promosi;
6. Meja Pengaduan;

3. Papan Visual;
4. Branding Interior fkTulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;

2. Running Text;
1. RakKayu;

Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia
Rp. 0,-

secara lengkap dan benar

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada  Pemohon  dengan menunjukkan bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

pengaduan,
Penanganan

internal
Pengawasan

Pelaksana
Kompetenai

dan/atau
fasilitas

prasarana

Sarana,

Pelayanan

Produk
Biaya / Tarif
Penyelesaian
Jangka Waktu

To"

9 "

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang HiiHfcukp" ttap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back office).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kineija
pelaksana

Jaminan

keselamatan

pelayanan

Jaminan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.  Mengisi formulir  permohonan bermeterai Rp.

6000,-
2.  Fotokopi KTP
3.  Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP

Penerima Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
4.  Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan

bagi badan usaha   atau badan usaha yang
berbadan hukum beserta pengesahannya.

5.  Fotokopi NPWP
6.  Natna dan Lokasi RPH-R (Izin Pendirian RPH-R);
7.  Sarana dan Prasarana yang dimiliki (pcralatan,

sumber air, listrik);
8. Dokter Hewan/ Petugas bertanggungjawab (surat

tugas/FC Ijazah Dokter Hewan);
9.  Juru Sembelih halal  (fotokopi aertifikat  juru

sembelih halal);
10. Fotokopi Dokumen NV (Nomor Kontrol Veteriner);
11. Fotokopi sertifikat butcher;
12. Fotokopi SIUPTDP;
13. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar,
14. Surat   pernyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor  95 Tahun 2012

tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;

3. Peraturan    Menteri   Pertanian    Nomor

381/Kpts/OT.140/10/2005  tentang  Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal

Hewan;
4. Peraturan    Menteri    Pertanian    Nomor

13/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Perayaratan
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit
Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Petemakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Periziiian

kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

h Potong Hewn Rumlnansta22. Mn Operaslonal R



Keterangan Bagan :

1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar m
berkas  dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi
didistribusikan oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berka  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan untuk
dilakukan  pemprosesan dan penerbitan  i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
^engambilan

^
? Berkas tidak memenuhi s^arat

Dikembalikan ke pemohon

' Sistem,

Mekanis
Prosedui



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp. grobogan.go.id;
5. Email dDmptsuSleroboaan.eo.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back offkid

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. PangkatV Golongan : minimal Pengatur, 11 c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior ^ Tulisan Papan Natna;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14.PotBunga;
15. Meubelair Lain - lain;

16.Televisi;
17. Rak/Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22.Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia
Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan bukti
Pendaftaran dan meneisi SKM

Penanganan

pengaduan.

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Produk
Pelayanan

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

6.

7.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan dap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi kinerja

Jaminan
keamanandan

keselamatan

pelayanan

Jaminan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.  Mengisi formuiir  permohonan bermeterai Rp.

6000,-
2.  Fotokopi KTP
3.  Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP

Penerima Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
4.  Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan

bagi badan usaha   atau badan usaha yang
berbadan hukum beserta pengesahannya.

5.  Fotokopi NPWP
6. Fotokopi Izin Lingkungan;
7.  Fotokopi 1MB;
8.  Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa
9.  Fotokopi DED (Detail Engineering Design);
10. Fotokopi Dokumen RT/RW
11. Surat   pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor  95 Tahun 2012

tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan    Menteri   Pertanian    Nomor

381/Kpts/OT. 140/10/2005   tentang  Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal

Hewan;
4. Surat   Keputusan Menteri Pertanian Nomor

557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat
Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan

Unggas;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Petemakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Petayanan  Terpadu   Satu  Pintu  Kabupaten

Grobogan.

Uratan

Perayaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

23. Irin Mendirikan Rnrnah Potong Unggaa



Keterangan Bagan :
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas betum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi petayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan pemprosesan  dan  penerbitan izin,

kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang

selanjut  ya diteruskan untuk penomoran
6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata

Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambitan      _^____

k memenuhi syurat
an ke pemohon

Sistem,

Mekanisme dan



6. Telepon (0292) 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Lnformasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dnmotsuialm-oboGan.Go.id:

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (heip desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd

2. Petatihan : Diktat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, n c
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (bode officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. RakKayu;
2. Running Text;

3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visuaiisasi Proraosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;

12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubetair Lain ^ tain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas
Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima

secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan
pengaduan,

masukan

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Petayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

1(J

8

9

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan aekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap

1. CCTV;
2. Tabung Pemadani Kebakaran.

1

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi kineija
pelaksana

Jaminan

keselamatan

pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.  Mengisi  formulir  permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.  Fotokopi KTP
3.  Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP

Penerima Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
4.  Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan

bagi badan usaha   atau badan usaha yang
berbadan hukum beserta pengesahannya.

5.  Fotokopi NPWP
6.  Nam dan Lokasi RPU (Izin Mendirikan RPU)
7.  Sarana dan prasarana yang dixniliki (pcratatan,

sumber air, listrik);
8.  Dokter hewan/petugas yang bertanggung jawab

(surat tugas/FC Ijazah dokter hewan);
9.  Juru sembelih halal (fotokopi sertifikat  juru

sembelih halal);
10. Fotokopi Dokumen NKV (Nomor Kontrol Veteriner);
11. Fotokopi NPWP;
12. Fotokopi SIUP dan TDP,
13. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
14. Surat   pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor  95 Tahun 2012

tentang Keamavet dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan     Menteri    Pertanian    Nomor

381/Kpts/OT.14O/10/2005   tentang  Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal

4. Surat    Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor

557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-ayarat
Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Petemakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian    Kewenangan   Pemrosesan   dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Petayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

1.

No

34. Iain Opera^ional Rumah Potong Unggaa



Keterangan Bagan:
1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh  kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi petayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
setanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin ditakukan di Bagian Tata
Usaha yang setanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

mhl syarat
an ke pemohon

Sistem,

MekanisnM
Prosedur



. Telepon (0292) 421193;

. Website dpmptsp. grobogan. go .id;

. Email domDtsixSgroboean.eo.id:

.. Anjungan Informasi Mandiri;
. Kotak Pengaduan;
. Meja Pengaduan;
. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
Terpadu Satu Pintu;

. Sekretans Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
. Pangkat^ Golongan : minimal Pengatur, II c
. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back offiod
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)

1. Jenjang pendidikan:
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. Aplikasi Perizinan;
23. Komputer;
22. Telephon;

1. Lemari Buku Untuk Arsip Din am is;
). Printer;

8. PC Unit/layar/tv;
7. Rak/Casing Taudtscreen/PC Unit;
6. Televisi;
5. Meubelair Lain - lain;
4. Pot Bunga;

2. Bangku tunggu;
.. Kursi staf;
0. Kamera CCTV;
. Kotak Surat;

. Meja Pengaduan;

. Papan Visualisasi Promosi;

. Papan Visual;

. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;

. Ruang Laktasi;

. Running Text;

. Rak Kayu;

]

Izin Operasional Rumah Potong Unggas

Rp. 0,-

secara lengkap dan benar
5 lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima

Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti

7.  SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

pengaduan,

Penanganan

internal

Pengawasan

Pelaksana
Kompetensi

dan/atau
fasilitas

prasarana

Sarana,

Petayanan
Produk
Biaya / Tarif

Penyelesaian
Jangka Waktu

10

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang d'takuknn tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Keria.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi ldnerja
pelaksana

keamanandan
kesetamatan

petayanan

Jaminan
petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.  Mengisi  formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.  Fotokopi KTP
3.  Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP

Penerima Kuasa bita pengurusan izin dikuasakan
4.  Fotokopi akta pendirian / perubahan perusahaan

bagi badan usaha  atau badan usaha yang
berbadan hukum beserta pengesahannya.

5.  Fotokopi NPWP
6.  Fotokopi SIUP dan TDP;
7.  Fotokopi 1MB;
8.  Pasfoto pemilik ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
9.  Dokumen pengelotaan limbah;
10. Proposal teknis yang dilengkapi dengan :
11. Jenis dan jumtah sarana yang digunakan
12. Daftar rencana asal daging atau supplier
13. Hasil    pengujian   laboratorium  Kesehatan

Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
14. Surat   pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor  95 Tahun 2012
tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;

4. Peraturan     Menteri    Pertanian    Nomor

381 /Kpts/OT. 140/10/2005   tentang  Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal
Hewan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uratan

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

as. Iain Toko dan Usaha Psujmdan Paging



Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan den
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan
Berkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan un
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan tain dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

rzza

k memenuhi syarat

an ke pemohon

Mekanisme dan
Prosedur



6. Telepon (02921 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email domotsi^i^GroboGan.ffo id'

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diplomas, semuajurusan (help desk^
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd

2. Pelatihan : Diktat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televiai;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir,

28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan ditenma

secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan
pengaduan,

sarandan

masukan

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana

fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

9

8

7.

6.

4.

5.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang Hilakuks" tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor; Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kineija
pelaksana

keamanan dan

kesetamatan
pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.  Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.

6000,-
2.  Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal

Sementara Khusus Warga Negara Asing;
3.  Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi

KTP Penerima Kuasa apabila pengunisan tain
dikuasakan kepada orang lain;

4.  Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya;

5.  Fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan;
6.  Izin Prinsip/lokasi klinik hewan;
7.  Fotokopi DED (Detail Engineering Design);
8.  Fotokopi izin Lingkungan;
9.  Fotokopi 1MB;
10. Rekoraendasi dari Otoritas Veteriner Kabupaten;
11. Akta     perjanjian  pinjam/sewa   tanah  dan

kesepakatan  bersama  (bila  tempat    usaha
menyewa);

12. Pasfoto pemilik ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
13. Surat   perayataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rd 6.000.-

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor.41
Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor  47 Tahun 2014
tentang pengendalian dan penanggulangan Penyakit
Hewan;

3. Peraturan         Menteri        Pertanian

NO.64/Permentan/OT. 140/9/2007       tentang
Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

4. Peraturan          Menteri        Pertanian

NO.02/Permentan/OT. 140/1/2010      tentang
Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan    Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal  dan
Petayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No
26. Idn Pendirian Klinik Hewan



Keterangan Bagan :

1.Pemohon  mengisi  form permohonan dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4.Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi petayanan untuk
dilakukan  pemprosesan dan penerbttan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Ian yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputuaan tain dilakukan di Bagion Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

k memenuhi syarat

an ke pemohon

Mekanisme dan

Prosedur



6. Telepon (02921 421193;
5. Email domDtsnKiGroboean.oo.id:
4. Website dpmptsp. grobogan. go-id;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;

4. Pelaksanaan penxawasan melalui portal OSS.

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepala Bidang Perizinan (bade officd;

Terpadu Satu Pintu;
I. Sekretans Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
3. Pangkat^Golongan : minimal Pengatur, U c
2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)

1. Jenjang pendidikan :
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. ApHkasi Perizinan;
23. Komputer;
22. Telephon;
21. Lemari Buku Untuk Araip Dinamis;
20. Printer;
19. Printer Antrian;
18. PC Unit/layar/tv;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
16.Televisi;
15. Meubelair Lain - lain;
14. Pot Bunga;
13. Kursi Rapat;
12. Bangku tunggu;
11. Kursi staf;
10. Kamera CCTV;
9. Kotak Surat;
8. Display;
7. Papan Visualisasi Promosi;
6. Meja Pengaduan;
5. Ruang Laktasi;

3. Papan Visual;
4. Branding Interior ^^Tuliaan Papan Nama;

2. Running Text;
1. RakKayu;

lzin Pendirian Klinik Hewan

Rp. 0,-

secara lengkap dan benar

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan ditenma
Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

saran dan

pengaduan.

Penanganan

internal
Pengawasan

Pelaksana
Kompetensi

dan/atau
fasilitas

prasarana

Sarana,

Pelayanan

Produk
Biaya / Tarif
Penyelesaian
Jangka Waktu

10

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Ker^a.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (bade offiad-

6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dpmptsp((i!groboGan.Ko.id;

3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan

keamanan dan

keselamatan
petayanan

Jaminan
pelayanan

Jumlah
pelaksana

Penanganan

pengaduan,

masukan

14

13

12

11

10



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekah jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang d'tafoiks" tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi ldnerja
pelaksana

keamanan dan

kese lama tan

petayanan

Jaminan
pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.   Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.     Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal
Sementara Khusus Warga Negara Asing;

i.   Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi
KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan izin
dikuasakan kepada orang lain;
Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
penge sahannya;

5.    Fotokopi Izin Pendirian Klinik Hewan;
5.    Fotokopi Izin Lingkungan;
7.    Fotokopi 1MB;
3.    Fotokopi Izin Praktek semua tenaga medik

i.   Proposal teknis yang dilengkapi dengan :
0.  Sertifikat Kompetensi semua dokter hewan

11.  Gambar (DED) dan foto bangunan serta sarana
dan prasarana pendukung

2.  Denah lokasi klinik
13.  Daftar fasilitas sarana dan peralatan medis dan

4.  Daftar sediaan farmasi
15. Daftar tenaga kerja dan Sumber Daya Manusia
6.  Surat pernyataan kesediaan membuat papan

nama dengan mencantumkan bentuk usaha

petayanan klinik hewan, alamat yang jetas, serta
dengan ukuran yang memadai;

1. Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hean sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor.41 Tahun

2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor.47  Tahun 2014

tentang pengendalian dan penanggulangan PenyaMt
Hewan;

3. Peraturan         Menteri        Pertanian
NO.64/Permentan/OT. 140/9/2007       tentang
Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

4. Peraturan         Menteri       Pertanian

NO.02/Permentan/OT. 140/1/2010      tentang
Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang  Pendelegasian  Sebagian  Kewenangan
Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal  dan  Petayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No
27. lain Operasional Kliitlk Hwnm



yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi petayanan

apidilenf

Keterangan Bagan :

Pemohon mengisi form permohonan
dilengkapi persyaratan administrasi yang di
Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilatnana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon  untuk

tapkan

k memenuhi syarat

an ke pemohon

Surat pemyataan kesediaan mematuhi peraturan
perundang-undangan    mengena   kesehatan

18. Rekomendasi dari otoritas veteriner kabupaten
Akta  perjanjian  pinjam/sewa  tanah  dan
kesepakatan  bersama  (bila  tempat   usaha
menyewa);

20.Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
21.Surat  pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bertneterai Rp 6.000.-

Sistem,

Mekanisnu
Prosedur



1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepata Bidang Perizinan (back office);

l.Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, 11 c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisaai Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
lO.KameraCCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - tain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Tbuchsaeen/PC Unit;
18. PC Unit/tayar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Araip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Operasional Klinik Hewan

Rp. 0,-

4. Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi  pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.  Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
setanjutnya diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan

internal

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Jangka Waktu
Penyelesaian

Biaya / Tarif

8

9

7.

6.

4.

5.



1.   Mengisi formuhr permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.   Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal
Sementara Khusus Warga Negara Asing;

3.   Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi

KTP Penerima Kuaaa apabila pengurusan izin
dikuasakan kepada orang lain;

4,   Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya;

5.   Fotokopi Izin Pendirian Klinik Hewan;
6.   Fotokopi Izin Lingkungan;
7.   Fotokopi 1MB;
8.   Fotokopi Izin Praktek semua tenaga medik

veteriner;
9.   Proposal teknis yang dilengkapi dengan :
10. Sertiiikat Kompetensi semua dokter hewan
11.  Gambar (DED) dan foto bangunan serta sarana

dan prasarana pendukung
12.  Dcnah lokasi klinik
13.  Daftar fasilitas sarana dan peralatan media dan

14. Daftar scdiaan tarmasi
15. Daftar tenaga kerja dan Sumber Daya Manusta
16. Surat  pemyataan kesediaan membuat  papan

nama dengan mencantumkan bentuk usaha

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 41
Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor  47 Tahun 2014
tentang pengendaltan dan penanggulangan Penyakit

Hewan;
3. Peraturan        Menteri       Pertanian

NO.64/Permentan/OT. 140/9/2007      tentang
Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

4. Peraturan        Menteri        Pertanian
NO.02/Permentan/OT. 140/1/2010      tentang
Pedoman Petayanan Jasa Medik Veteriner;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan
dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian    Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Petayanan  Terpadu   Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

38. Izin Pendirian Rujnah Sakit Hawaii



Keterangan Bagan :

1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan

2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklis
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran  untuk selanjutnya diverifikasi  dai

I

k memenuhi syarat

an ke pemohon

pelayanan klinik hewan, alamat yang jelas, serta
dengan ukuran yang memadai;
Surat pernyataan kesediaan mematuhi peratt
perundang-undangan    mengena   kesehatan

hewan;
18.Rekomendasi dari otoritas veteriner kabupaten
19.Akta     perjanjian  pinjam/sewa  tanah  dan

kesepakatan  bersama  (bila  tempat   usaha

Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
Surat  pemyataan kebenaran dan keabsahan
dokumen bermeterai Rp 6.000.-



1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back office)

2.Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Penaatur, 11 c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;

4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubetair Lain - tain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Araip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parltir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

didistribusikan oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi pelayanan

4. Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepala seksi petayanan untuk
dilakukan pemprosesan dan penerbitan  izin,

kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid  Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.  Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
setanjutnya diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp. grobogan,go.id;
5. Email dnmDtsu'uieroboean.ao.id;

1. Sekretans Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

Evaluasi kmerja
pelaksana

Jaminan

keselamatan

pelayanan

Jaminan
petayanan

Jumlah
pelaksana

Penanganan

pengaduan,

internal

14

13

12

11

10

9



1.   Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

!.   Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6O00,-

3.   Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal
Sementara Khusus Warga Negara Asing;

4.   Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi

KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan izin
dikuasakan kepada orang lain;

5.    Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha
atau badan usaha yang berhadan hukum beserta
pengesahannya;

i.   Fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan;
Fotokopi Izin Prinsip/lokasi rumah sakit hewan;

3.    Fotokopi sertifikat tanah atau surat penunjukan
penggunaan lokasi atas nama pemohon dari akta
notaris untuk bangunan rumah sakit hewan;
Fotokopi T^n Pendirian Rumah Sakit Hewan;

0.  Fotokopi Izin Lingkungan;
1.  Fotokopi 1MB;
2.  Dokumen pcngelolaan lingkungan berketanjutan;
3.  Dokumen administrasi dan manajemen;
4.  Fotokopi Izin Praktek semua tenaga medik

5.  Proposal teknis yang dilengkapi dengan :
•  Sertifikat Kompetensi semua dokter hewan

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014

tentang pengendalian dan penanggutangan Penyakit

Hewan;
3. Peraturan         Menteri       Pertanian

NO.64/Permentan/OT. 140/9/2007       tentang
Pedoman Petayanan Pusat Kesehatan Hewan;

4. Peraturan         Menteri       Pertanian

NO.02/Permentan/OT. 140/1/2010      tentang
Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan

dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala  Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian
inrak Sakit Hewmn

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

Izin Opera^ional F

2.

1.

No
39



•  Profil rumah sakit hewan, meliputi visi dan misi,
lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur
organisasi

•  Daftar petayanan yang dilaksanakan;
•  Gambar (DED) dan foto bangunan serta sarana

dan prasarana pendukung
. Denah lokasi klinik
•  Daftar fasilitas sarana dan peralatan medis dan

non medis
•  Daftar sediaan farmasi
•  Daftar tenaga kerja dan Sumber Daya Manusia

16. Surat  pemyataan kesediaan membuat  papan
nama dengan mencantumkan bentuk usaha
petayanan rumah sakit hewan, alamat yang jetas,
serta dengan ukuran yang memadai;

17.  Surat pemyataan kesediaan mematuhi peraturan
perundang-undangan    mengena   kesehatan

hewan;
18. Rekomendasi dari otoritas veteriner kabupaten
19.  Akta  perjanjian  pinjam/sewa  tanah  dan

kesepakatan  bersama  (bila  tempat   usaha
menyewa);

20. Pasfoto pemilik ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
21.  Surat  pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-



eterangan Bagan :

, Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan

, Persyaratan administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon un
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi i
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan

. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan un
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruakan ke Sekretaris Dinaa
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambiian

k memenuhi syarat
an ke pemohon

Mekanisme dan

Prosedur



6. Telenon(0292)421193;
5. Email dDmntsn4taroboxan.xo.id;
4. Website dpmptsp. grobogan .go. id;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
2. Kotak Pengaduan;
1. Meja Pengaduan;

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
3, Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
2. Kepata Bidang Perizinan (back officd;

Terpadu Satu Pintu;
1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
2. Pelatihan : Diklat FTSP, Diktat OSS

b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)

1. Jenjang pendidikan :
29. Mobil.
28. Toilet;
27. Lapangan Parkir;
26. Ruang tunggu yang memadai;
25. Jaringan Internet;
24. Aplikasi Perizinan;

21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;

20. Printer;
19. Printer Antrian;
18. PC Unit/layar/tv;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
16. Televisi;
15. Meubeiair Lain - tain;
14. Pot Bunga;
13. Kursi Rapat;
12. Bangku tunggu;
11. Kursi staf;
10. Kamera CCTV;
9. Kotak Surat;
8. Display;
7. Papan Visualisasi Promosi;
6. Meja Pengaduan;

4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;

3. Papan Visual;
2. Running Text;
1. RakKayu;

Izin Operasional Rumah Sakit Hewan

Rp. 0,-

secara lengkap dan benar

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
Pendaftaran dan mengisi SKM
kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan

masukan

pengaduan.

Penanganan

Pengawasan

Pelaksana
Kompetensi

fasilitas
dan/atau
prasarana

Sarana,

Pelayanan
Produk
Biaya / Tarif
Penyelesaian

Jangka Waktu

10

y

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan hap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.   Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.   Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

3.   Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal
Sementara Khusus Warga Negara Asing;

4.  Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi
KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan izin
dikuasakan kepada orang lain;

5.   Fotokopi Akta Pendirian /Perubahan badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya;

6.  Fotokopi NPWP
7.   Daftar sarana/peratatan yang dimiliki;
8.   Fotokopi 1MB;
9.   Akta     perjanjian  pinjam/sewa  tanah  dan

kesepakatan  bersama  (bita    tempat   usaha
menyewa)

10. Fotokopi SIUP;
11.  Proposl teknis yang dilengkapi dengan daftar

bentuk dan macam sediaan yang akan dijual serta
denah layout tempat usaha;

12. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor  78 Tahun 1992

tentang Obat Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 18 / Permentan /

OT.140/4/2009 tentang Syarat  dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan

dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017

tentang  Pendelegasian  Sebagian Kewenangan
Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan

Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten Grobogan.

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Petayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum
Komponen

2.

1.

No

30. lain Toko Obat dan Pakan Hewan



Keterangan Bagan :

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
Persyaratan adrninistratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk setanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oieh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi petayanan

4. Berkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

k memenuhi syarat

an ke pemohon

Mekanis
Prosedui

13.  Surat  pernyataan kebenaran dan
dokumen bermeterai Rp 6.000.-



. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Tcrpadu Satu Pintu;
. Kepala Bidang Perizinan (back Ojffioe);
. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

. Meja Pengaduan;
;. Kotak Pengaduan;
.. Anjungan Informasi Mandiri;

.  Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. PangkatX<jn'n_San : minimal Pengatur, II c

. Rak Kayu;

. Running Text;

. Papan Visual;

. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;

. Ruang Laktasi;

. Meja Pengaduan;

. Papan Visualisasi Promosi;

. Display;

. Kotak Surat;

). Kamera CCTV;
1. Kursi staf;
2. Bangku tunggu;
3. Kursi Rapat;
4. Pot Bunga;
5. Meubelair Lain - lain;
I. Televisi;
7. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
8. PC Unit/layar/tv;
1. Printer Antrian;
). Printer;
L Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
2. Telephon;
3. Komputer;
4. Aplikasi Perizinan;
i. Janngan Internet;
>. Ruang tunggu yang memadai;
7. Lapangan Parkir;
8. Toilet;
9. Mobil.

m Toko Obat dan Pakan Hewan

3.0,-

(lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
cara lengkap dan benar

Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan
SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

iz

5
se

6

7

Pengawasan

internal

Penanganan

pengaduan.

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

dan/atau
fasilitas

Biaya / Tarif
Produk
Pelayanan

Jangka Waktu
Penyelesaian

9

10

8

7.

5.

6.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tinp

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Keria.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back office!).

6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

4. Website dpmptsp. grobogan .go. id;

Evaluasi kinerja
pelaksana

keamanan dan

keselamatan

petayanan

Jaminan
pelayanan

Jumlah
pelaksana

saran dan

masukan

14

13

12

11



1.   Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.   Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal
Sememara Khusus Warga Negara Asing;

3.  Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi
KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan izin
dikuasakan kepada orang lain;

4.   Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan badan usaha
atau badan usaha yang berbadan hukum beserta
pengesahannya;

5.   Fotokopi NPWP Perorangan/ Perusahaan;
6.   Surat Pemyataan dari penanggung jawab teknis

(dokter    hewan/apoteker/asisten   apoteker)
dengan melampirkan fotokopi ijazah;

7.   Fotokopi 1MB;
8.   Akta     perjanjian  pinjam/sewa  tanah  dan

kesepakatan  bersama  (bita    tempat   usaha
menyewa)

9.   Fotokopi S1UP;
10. Fotokopi TDP;
11.  Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia

(ASOHI) pengurus daerah setempat atau asosiasi
Obat Hewan Indonesia Pusat;

12.  Proposal teknis yang dilengkapi den^n Haftar
bentuk dan macam sediaan yang akan dijual serta
denah layout tempat usaha;

13. Daftar sarana/peralatan yang dimililti;
14. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
15. Surat  pemyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen benneterai Rp 6.000.-

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor  78 Tahun 1992

tentang Obat Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 18 / Permentan /

OT.140/4/2O09 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 05
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan

dan Kesehatan Hewan;

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

31. Izin Depo Obat Hewan



Berkas yang telah di-ceklist diinput di baj_
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi petayanan
Berkas diproses oleh petugas teknis seti
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan ur
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dina
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
^elanjutnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian 1
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

form permohonan dengan
igkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
v ratan administratif yang lengkap dan benar
•ahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
nana berkas belum lengkap dan benar maka
a   dikembalikan kepada  Pemohon urber

Keterangan Bagan

Pemohon  mengi;

k memenuhi syarat

an ke pemohon

Sistem,

Mekanisr



1.MejaPengadui
2.Kotak Pengaduan;
3.Anjungan Informasi Mandiri;
4.Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5.Email d pm ptspiilero bogan. go. id;
6.Telepon (0292) 421193;

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pintu;

2.Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3.Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4.Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1.Jenjang pendidikan :
a.Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b.Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd

2.Petatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS
3.Panxkat / Golongan : minimal Pengatur, II

Penanganan
pengaduan.

Pengawasan

internal

Rapat;
Pot Bunga;
Meubelair Lain - tain;
Televisi;
Rak/ Casing 7buchscreen/PC Unit;
PC Unit/tayar/tv;
Printer Antrian;

Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
Teiephon;

Aplikaai Perizinan;
Jaringan Internet;
Ruang tunggu yang memadai;
Lapangan Parltir;
Toilet;
Mobil.

. RakKayu;

. Running Text;

. Papan Visual;

. Branding Interior & Tulisan Papan Name;
.. Ruang Laktasi;
.. Meja Pengaduan;
. Papan Visualisasi Promosi;

>. Display;
. Kotak Surat;
). Kamera CCTV;
1. Kursi staf;

dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterii
ira lengkap dan benar

Jangka Waktu
Penyelesaian

SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan ttap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd-

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.xo.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

keamanan dan
keselamatan
petayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.   Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.   Foto copy KTP.

3.   Foto copy NPWP.
4.   Foto copy Ijazah Dokteran Hewan dilegalisir.
5.   Surat Tanda Regristrasi Veteriner (STRV).
6.   Foto copy KTA Organisasi Profesi.
7.   Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran

8.   Surat Keterangan Pemenuhan tempat praktek.

9.   Izin Lingkungan (UKL, UPL/SPPL).

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019
tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

Iain Praktik Dokter Hewan



K

1.Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2.Persyaratan administratif yang lengkap dan benar

diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi  dan
didistribusikan oleh kepala seksi  pendaftaran
kepada seksi petayanan

4.Berkas  diproses  oleh  petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi  petayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

Mekanisme dan

Prosedur



6. Telepon (02921 421193;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website  dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email domDts51eroboxan.xo.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

l.Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3. semua jurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan ; minimal Pengatur, II c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tuliaan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promoai;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Praktik Dokter Hewan
Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima

secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan  menunjukkan bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Penanganan
pengaduan,

saran dan

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana
dan/atau
faailitas

Produk
Pelayanan

Jangka Waktu
Penyelesaian
liaya / Tarif "

10

9

7.

6.

4.

5^



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Keria.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (bocfcq^ce).

7. Fax (0292) 421193;
8. Atamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.xo.id.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Jaminan
keamanandan

keselamatan

petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1.   Mengisi formulir perroohonan bermeterai Rp.
6000,-

2.   Memiliki  Sertifikat   Kompetensi  di  Bidang
Inseminasi Buatan.

3.   Foto copy KTP.
4.  Pas photo berwama 4x6 sebanyak 2 lembar.

5.   Foto   copy ijazah sarjana Kedokteran Hewan,
Diploma Kesehatan Hewan, atau Ijazah Sekolah
Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan.

6.   Surat   Rekomendasi  dari Organisasi  Profesi
Paramedik Veteriner.

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019

tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala  Dinas  Penanaman Modal dan
Petayanan  Terpadu   Satu   Pintu  Kabupaten

Grobogan.

Uratan

Persyaratan
Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

bin Metakukan Inaemlnasi Buatan



Keterangan Bagan :

Pemohon  mengisi  form permohonan  dengan
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
Persyaratan administratif yang lengkap dan ben;
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.

Bilamana berkas belum lengkap dan benar m
berkas  dikembalikan kepada Pemohon ur
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi
didistribusikan oleh kepata seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan
Berkas diproses oleh petugas teknis sett
diverifikasi oleh kepala seksi pelayanan untuk
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selan utnya diteruskan untuk penomoran
Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

e---^ i---^'!^

* Berkas tidak memeouhi syarat
[   Dikembalikan ke pemohon



6. Telepon (0292) 421193;

I. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan informasi Mandiri;
4. Website  dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email domotspf^ ^ ^groboaan.go.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepala Bidang Perizinan (back officd;
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tulfoan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;

8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;

12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;

14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain ^ tain;
16. Televisi;
17. Rak/Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/tayar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin Melakukan Inseminasi Buatan

Rp. 0,-

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan ditenma
secara lengkap dan benar

7. SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan bukti

Penanganan
pengaduan.

Pengawasan

internal

Pelaksana

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

10

9

8

6.

7.

4.

5.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan sekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap

1. CCTV;
2. Tabling Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back office).

7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi ltinerja
pelaksana

Jaminan
keamanan dan

keselamatan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



A. Izin Reklame Baru
1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat lain Tinggal Sementara

Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP

Penerima Kuasa apabita   pengurusan Izin dikuasakan

kepada orang lain;
4. Gambar / naskah / foto reklame;
5. Gambar konstruksi reklame;
6. Gambar / denah lokasi reklame yang dipasang;
7. Surat pernyataan tidak keberatan atau persetujuan dari

pemilik lahan / bangunan tempat pemasangan reklame;
8. Keterangan -keterangan yang dianggap perlu;
9. Pembangunan /   Perubahan bangunan reklame yang

menggunakan konstruksi khusus harus dilengkapi 1MB
dan atau ijin lain apabita diperlukan sesuai ketentuan yang
berlaku.

10. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermeterai Rp 6.000.-

B. Pcrpanjangan Izin Reklame
1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal Sementara

Khusus Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi KTP

Penerima Kuasa apabita   pengurusan izin dikuasakan
kepada orang lain;

4. Foto copy surat Izin Penyelenggaraan Reklame periode
sebelumnya ;

5. Surat ketetapan Pajak Daerah Periode sebelumnya;
6. Foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
7. Surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-

1. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah
2. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74
Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Uratan

Persyaratan
Petayanan

Dasar

Hukum

2.

1.

Ho Komponen

34. Izin rektame kecnali dUlmpahkan kewanangannya Itapada cmmat



Keterangan Bagan :

1.Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi
persyaratan administrasi yang ditetapkan

2.Persyaratan administratif  yang  lengkap  dan  benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana
berkas  belum lengkap  dan  benar  maka  berkas
dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi

3.Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran
untuk selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh
kepala seksi pendaftaran kepada seksi pelayanan

4.Berkas diproses oleh petugas teknis setelah diverifikasi oleh
kepala seksi petayanan untuk dilakukan pemprosesan dan
penerbitan izin, kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid .
Setelah diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5.Kepala Dinas  menandatangani Keputusan Izin yang
setanjutnya diteruskan untuk penomoran

6.Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata Usaha

yang setanjutnya didistribusikan ke Loket Pengambilan
7.SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan kepada

Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran dan
mengisi SKM

Mekanisme
dan

Prosedur



a. : Alun-alun & Simpang Una Purwodadi
: Terminal & Swatayan / Pasar Daerah
Purwodadi

i.: Tempat tain di dalam Kota Purwodadi
: Terminal & Pasar Daerah di Kecamatan
: Tempat tain di Kecamatan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, struktur dan tarif
retribusi pemakaian kekayaan daerah ( sewa lahan ( untuk
pemasangan reklame pada tanah di bahu jatan adalah sbb. :

Di Kota Kabupaten  : Rp. 7.000,- ( Tujuh ribu rupiah) /
M2 / butan;

Sesuai dengan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tah
2010 tentang Pajak Daerah dan Perda Kabupaten Grobogan
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umtun.

Jangka
Waktu
Penyelesaian

Biaya / Tarif

(tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara

lengkap dan benar



6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax 10292) 421193;

1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semuajurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c
I. Sekretaris  Dinas  Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (bade office);
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali

dan uraian proses berkas pada map berkas izin;
4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;

5. Email domotsui^xroboxan xo id'

1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;
4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubetair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touê saeen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrtan;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

Izin reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada
camat

b.Disekitar Ibukota Kabupaten : Rp.5.000,- (Lima ribu
rupiah) / M2 / bulan;

c. Di kota kecamatan : Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus
rupiah) / M2 / bulan;

d. Di Desa : Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) / M2 / bulan.

Kompetensi

Pelaksana

Pengawasan

internal

Penanganan
pengaduan,

masukan

Sarana,

fasilitas

Produk

8

9

10

7.

6.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada
pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang ditakukan tiap tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Keria.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (bade office).

8. Atamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;

Evaluasi
kinerja
pelaksana

keamanan

keselamatan
pelayanan

Jaminan
petayanan

Jumlah
pelaksana

14

13

12

11



1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2. Fotokopi KTP pemohon atau Surat Izin Tinggal
Sementara Khusus Warga Negara Asing;

3. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan Fotokopi
KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan izin
dikuasakan kepada orang lain;

4. Surat    Pernyataan   tidak   keberatan   dari
Dinas/lnstansi yang berdekatan, Pengurus Masjid
dan warga masyarakat sekitar alun-alun untuk

penggunaan alun-alun lebih dari 2 hari.
5. Surat    pernyataan  kesanggupan  memperhaiki

kerusakan   alun-alun/fasilitas   umum yang

ditimbulkan setama penyelenggaraan kegiatan.
6. Proposal kegiatan dan atau Surat  Permohonan

Penggunaan alun-alun.

7. Surat   pernyataan  kebenaran dan keabsahan

dokumen bermeterai Rp 6.000.-

1. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 "Dahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
kepada  Kepala  Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Persyaratan

Petayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

Alon-alnn Ponrodadi35.  IrinPe;



Keterangan Bagan:

Pemohon mengisi form permohonan dengan

dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
Persyaraten administratif yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bitamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi
Berkas yang telah di-ceklist diinput di bat
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi
didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan
Berkas diproses oleh petugas teknis setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan un
dilakukan pemprosesan dan penerbitan i
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas
Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang
selanjutnya diteruskan untuk penomoran

6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata
Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan    ____

':

k memenuhi syarat
an ke pemohon

Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur



1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepala Bidang Perizinan (bode office):

I. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semuajurusan (back office^

2. Petatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II c

I. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visuafc
4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi ataf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;
14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - lain;
16. Televisi;
17. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/layar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;
29. Mobil.

lain Penggunaan Alun-alun Purwodadi

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha, Izin Penggunaan Alun-Alun dikenakan

retribusi sbb. :

1. Komersil: Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah)

/ hari;
2. Sosial : Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus

rupiah) / hari.

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan ditenma
secara lengkap dan benar

7.  SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Pengawasan

internal

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

9

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan selcali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang HUaltukan ttap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pakta Integritas;
3. Motto Kena.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back office*.

6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Atamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;

5. Email dpmptsp^iigroboean.xo.id;

3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar
kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

Evaluasi kineija
pelaksana

Jaminan

keselamatan
petayanan

Jaminan

pelayanan

Jumlah
pelaksana

Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan

14

13

12

11

10



Keterangan Bagan :
1. Pemohon  mengisi  form permohonan dengan

dilengkapi persyaratan administrasi vang ditetapkan

1  ? Berkas tidak memenuhi syaret
\  ]  Dikembalikan ke pemohon

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2. Surat Permohonan Rekomendasi.

3. Foto Copy KTP dan KK.
4. Pas Photo berwarna 4x6 2 lembar.

1. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Perarosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Grobogan.

Uraian

Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

3.

2.

1.

No

KM Urn. [TDM PKL)T.ncU D^^Ur Uuli



1. RakKayu;
2. Running Text;
3. Papan Visual;

4. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;
5. Ruang Laktasi;
6. Meja Pengaduan;
7. Papan Visualisasi Promosi;
8. Display;
9. Kotak Surat;
10. Kamera CCTV;
11. Kursi staf;
12. Bangku tunggu;
13. Kursi Rapat;

14. Pot Bunga;
15. Meubelair Lain - tain;
16. Teievisi;
17. Rak/Casing Touchscreen/PC Unit;
18. PC Unit/tayar/tv;
19. Printer Antrian;
20. Printer;
21. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
22. Telephon;
23. Komputer;
24. Aplikasi Perizinan;
25. Jaringan Internet;
26. Ruang tunggu yang memadai;
27. Lapangan Parkir;
28. Toilet;

Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL)

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar

2.  Persyaratan administrat^ yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas  dikembalikan kepada  Pemohon untuk
dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist  diinput  di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepala  seksi  pendaftaran
kepada seksi petayanan

4. Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi  oleh kepata   seksi  pelayanan untuk
dilakukan  pemprosesan  dan  penerbitan izin,
kemudian diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang

selanjutnya diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata

Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan

7.  SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket Pengambilan
kepada  Pemohon dengan menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Sarana,

prasarana
dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyeiesaian

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekah jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap
tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Petayanan;
2. Pake Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (bach office).

6. Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;
9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Kepata Bidang Perizinan (back office);
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas
izin;

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

I. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email domntsDfSxroboaan.ao.id;

l.Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Petatihan : Diklat PTSP, Diklat OSS
3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, 11 c

29. Mobil.

Evaluasi ltinetja
pelaksana

keamanan dan

keselamatan

Jaminan

petayanan

Jumlah
pelaksana

Pengawasan

internal

pengaduan,

Kompetensi
Pelaksana

14

13

12

11

9

10

8



1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2. Surat Kuasa apabita dikuasakan.

3. Fptp copy KK & KTP.
4. Foto copy NPWP.

5. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang.

6. Surat Keterangan Bidang Tanah.

7. Rencana Kegiatan Usaha atau Rencana Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah.

8. Untuk usaha dilengkapi dengan NIB dan Izin Lokasi.

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor
15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis

Pertanahan;
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 74  Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Sebagian   Kewenangan   Pemrosesan   dan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

kepada  Kepala Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten

Uraian

Persyaratan

Pelayanan

Dasar Hukum

Komponen

2.

1.

No

Izin Perubahan P



Keterangan Bagan :
Pemohon mengisi form permohonan deng^
dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
Persyaratan administrat^ yang lengkap dan benar
diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist.
Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan kepada Pemohon ur
dilengkapi

3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian
pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan
didistribusikan oleh kepata seksi pendaftaran
kepada seksi pelayanan

k memenuhi sytrat

can ke pemohon

Mekanisme dan
Prosedur



1. Jenjang pendidikan :
a. Minimal Diploma 3, semua jurusan (help desk)
b. Minimal Diploma 3, semua jurusan (back officd

2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diktat OSS
3. Pangkat / Golonxan : minimal Pengatur, II c

. RakKayu;

. Running Text;

. Papan Visual;

. Branding Interior & Tulisan Papan Nama;

. Ruang Laktasi;

. Meja Pengaduan;

. Papan Visualisasi Promosi;

. Display;
. Kotak Surat;

0. Kamera CCTV;
1. Kursi staf;

2. Bangku tunggu;
3. Kursi Rapat;

k Pot Bunga;
5. Meubelair Lain - lain;

6. Televisi;
7. Rak/ Casing Touchscreen/PC Unit;
8. PC Unit/layar/tv;
9. Printer Antrian;
0. Printer;
1. Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis;
2. Telephon;
3. Komputer;
k Aplikasi Perizinan;

5. Jaringan Internet;
>. Ruang tunggu yang memadai;

7. Lapangan Parkir;

8. Toilet;
9. Mobil.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Izin Perubahan Penggunaan Tanah

5 (lima) han kerja sejak berkas permohonan diterima

secara lengkap dan benar

4. Berkas  diproses  oleh petugas  teknis  setelah
diverifikasi oleh kepala seksi petayanan untuk
dilakukan pemprosesan  dan  penerbitan  izin,
kemudtan diparaf oleh Kasi dan Kabid . Setelah
diparaf diteruskan ke Sekretaris Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani Keputusan Izin yang

selanjutnya diteruskan untuk penomoran
6. Penomoran Keputusan izin dilakukan di Bagian Tata

Usaha yang selanjutnya didistribusikan ke Loket
Pengambilan.

7.  SK Izin diserahkan oleh Petugas Loket PengambUan
kepada  Pemohon  dengan  menunjukkan  bukti
Pendaftaran dan mengisi SKM

Kompetensi
Pelaksana

Sarana,

prasarana

dan/atau
fasilitas

Produk
Pelayanan

Biaya / Tarif

Jangka Waktu
Penyelesaian

8

7.

6.

5.

4.



1. Evaluasi dilaksanakan sebutan aekali jika tidak
ada pengaduan; dan

2. Survei kepuasan konsumen yang dilakukan tiap

tahun.

1. CCTV;
2. Tabung Pemadam Kebakaran.

1. Maklumat Pelayanan;
2. Pake Integritas;
3. Motto Kerja.

1. 3 (tiga) orang (help desk);
2. 6 (enam) orang (back officd.

6, Telepon (0292) 421193;
7. Fax (0292) 421193;
8. Alamat kantor: Jl. Dr Sutomo No.08 Purwodadi;

9. SMS Pengaduan 0895423990707;
10. Website www.oss.go.id.

1. Meja Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Anjungan Informasi Mandiri;
4. Website dpmptsp.grobogan.go.id;
5. Email dDmptsoffieroboean.xo.id:

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Petayanan

Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Bidang Perizinan (back office);
3. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar

kendali dan uraian proses berkas pada map berkas

4. Pelaksanaan pengawasan melalui portal OSS.

Evaluasi kineija
pelaksana

Jaminan
keamanan dan

keselamatan

pelayanan

petayanan

Jumlah
pelaksana

Penanganan

pengaduan,

saran dan

masukan

Pengawasan

internal
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13

12

11

10

9


